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BAB IV
KONTEKSTUALISAI 

MAKNA POLITIK DALAM AL-QUR’AN
A. Kontekstualisasi Tafsir Ayat-Ayat Politik
1. Umat Islam Wajib Berpolitik
QS. Ali Imrân 104

Marwah politik adalah mengarahkan masyarakat untuk menujukkan kepada kebahagiaan abadi, yaitu jalan untuk mencapai akhirat dan kesejahteraan didalamnya. Usaha ini dalam al-Qur’an dijelaskan dengan menggunakan istilah amar ma’rûf nahi munkar, upaya untuk menata kehidupan sosial masyarakat dan religius dalam satu tatanan. Penanaman kesadaran, untuk membentuk kehidupan bersama dalam sebuah lingkungan secara sadar dan massif.

Para mufassir memahami ayat ini sebagai ayat dakwah yang tidak menyangkut aktifitas politik. Karena mereka memandang politik adalah aktifitas yang orientasi akhirnya berupa kekuasaan dan dominasi. Dari sini awal sudut pandang perbedaan pemahaman penulis dengan para mufassir terdahulu. Penulis memahami bahwa aktifitas politik adalah amar ma’rûf nahi munkar, itu sendiri. 

Sedangkan yang dimaksud dari ayat ini adalah setiap kelompok masyarakat ada segolongan orang yang menegakkan kebajikan serta tegas membentengi diri dari segala bentuk kemungkaran. Bukan hanya kelompok masyarakat, akan tetapi setiap individu dengan segala kelebihan kemampuannya diwajibkan menegakkannya. Seperti yang dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abû Hurairah dalam shahîh muslim:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَده، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أضْعَفُ الإيمَانِ
“Barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya (kekuasaanya), bila tidak mampu maka dengan lidahnya (memberi peringatan atau nasehat), dan kalau tidak mampu maka dengan hatinya (ingkar) dan ini adalah peling lemahnya iman”.

Selain itu, disini dijelaskan bahwa aktifitas itu hendaknya dilakukan oleh segolongan masyarakat  (umat). Yakni, tujuan dari aktivitas politik itu tidak akan terwujud jika dilakukan oleh satu atau dua orang saja, karena dalam al-Qur’an politik adalah sebuah aktivitas menyeru masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Sebuah kesadaran kolektif untuk membangun tatanan sosial yang harmonis. Seruan ini akan maksimal bila dilakukan secara terorganisir, sistematis dan terkordinir secara teratur. Dalam konteks hari ini bisa berbentuk partai politik, lembaga dakwah, sekolah, majlis ta’lîm, maupun berbentuk lembaga hukum atau korporasi. 

QS. Ali Imrân 110
Aktivitas politik al-Qur’an yang berbentuk amar ma’rûf nahi munkar, akan maksimal jika dilakukan secara kolektif dan melibatkan masyarakat (partisipatori action). Ungkapan al-Qur’an yang menggunakan redaksi “kuntum” bentuk jamak, memberikan pemahaman bahwa upaya membangun masyarakat terbaik tidak bisa dilakukan oleh individu maupun segolongan kecil. Kolektifitas menjadi keharusan, karena inisiasi pembangunan yang muncul dari masyarakat sendiri akan memberikan semangat dan hasil yang terbaik. Dalam surat al-Nahl ayat 36, Saba’ ayat 34, al-Mu’minûn ayat 32 dijelaskan kedatangan para utusan adalah dari golongan masyarakat mereka sendiri. 
Ayat ini menerangkan, bahwa kolektifitas politik adalah sebuah keniscayaan dalam membangun masyarakat yang terbaik. Gerakan rakyat (people movement) menjadi modal dasar untuk membuat sebuah tatanan masyarakat yang terbaik. karena pada dasarnya sistem terbaik muncul dari kelompok masyarakat yang terbaik pula. Jadi, yang paling mendasar dalam membangun sebuah sistem masyarakat terbaik adalah pembangunan pribadi dari masyarakat itu sendiri.

Redaksi “Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka” menunjukkan perubahan dan terbentuknya sebuah tatanan ideal yang mereka inginkan bukan datang dari luar mereka, akan tetapi ada pada diri mereka sendiri. Jalan untuk membentuknya adalah dengan penyerahan diri dan mengakui kebenaran syariat nabi Muhammad SAW. Keuntungan itu bukan untuk kebesaran nabi Muhammad SAW akan tetapi untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dari api neraka. Tapi, karena keangkuhan yang kuat dalam diri mereka, membutakan sebagian besar mata hati dan pikiran mereka. 

QS. al-Nahl 125 

Metode praksis ekologi aktivitas politik (dakwah menyeru manusia kepada jalan Tuhan) adalah dengan terjun langsung dan menyatu dalam kehidupan real masyarakat yang menjadi objeknya. Pertama, hendaklah para dâ’i (polikus) mampu membaur dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, mereka bisa masuk dan menyatu dengan mereka. Memberikan teladan yang baik dan menjadi publik figur yang utama ditengah-tengah mereka (bijaksana). Sehingga masyarakat mampu melihat langsung dan merasakan kehadiran politikus (dâ’i) dalam keseharian mereka. 

Kedua, setelah dâ’i mampu menyatu dalam keseharian masyarakat, maka mereka bisa membangun komunikasi dua arah yang baik dan memberikan arahan-arahan  (mauʻidhoh hasanah) terhadap mereka. Menunjukkan pada sebuah misi mulia yang hendak mereka raih bersama, menjelaskan dan meyakinkan mereka, bahwa misi itu haruslah mereka capai. Menyerap aspirasi mereka dari akar rumput. Dan memberikan jawaban yang terbaik atas pertanyaan dan permintaan mereka. Jawaban yang menjadikan mereka dihargai dan diakui keberadaanya. 

Ketiga, melakukan diskusi terkait masalah yang menimpa mereka dan mencarikan jalan keluar dengan mereka. Sehingga mereka secara massif akan terbentuk sebuah masyarakat yang terbuka (open minded) dan terbentuk diskusi publik yang teratur, terarah dan berimbang. Pemimpin tidak arogan dalam mengeluarkan kebijakan, dan masyarakat tidak takut dalam menyampaikan aspirasi mereka. 

Akumulasi ketiga metode ini adalah sebuah kesatuan yang tak terpisahkan dalam membentuk tatanan masyarakat yang demokratis. Masyarakat yang pemimpinnya mampu menjadi teladan, mampu membangun mimpi-mimpi besar dan senang berdiskusi dengan yang dipimpinnya. Inilah modal dasar untuk membentuk masyarakat yang bijaksana, masyarakat yang cerdas, jauh dari kemarahan dan narkisme.
QS. al-Nisâ` 58 dan 59 

Dalam ayat ini menjelaskan komponen sebuah pemerintahan yang efektif. Komponen itu terdiri dari “menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya” pemerintah (goverment) sebagai pelaksana tekhnis dan pengambil keputusan. “Menetapkan hukum di antara manusia dengan adil” penegak hukum (judgement). “Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu” ketika mengambil kebijakan dalam lembaga kontrol (parliament) dan “kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya)” undang-undangan dasar (constitution). 

Pertama, pemerintah adalah pelaksana kebijakan secara umum bertanggungjawab untuk melayani masyarakatnya. Pelaksana teknis kebijakan pemerintahan dalam menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kewenangan ini dipahami dari pernyataan al-Qur’an yang menunjukkan perintah untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Dalam konteks ini kepentingan masyarakat secara umum adalah amanah yang dibebankan kepada pemerintah. Pemerintah harus memenuhinya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusian religius. Sekaligus pemegang amanah itu haruslah orang yang kapabel untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik.

Kedua, hakim atau lembaga hukum yang memutuskan perkara antara masyarakat. Keberadaan lembaga atau badan ini menjadi penentu dalam sebuah pemerintahan. Dimana keadilan hukum dalam segala aspek kehidupan tanpa keberpihakan kepada siapapun kecuali kepada kebenaran itu sendiri, dan kemampuan untuk menegakkan kebenaran adalah pokoknya. integritas hakim adalah kunci untuk menciptakan sebuah masyarakat yang memahami dan taat hukum. Sehingga tidak ada permainan hukum dan jual beli putusan hukum.

Ketiga, dewan perwakilan rakyat yang mengontrol pelaksanaan pemerintahan. Keberadaan lembaga ini karena tidak mungkin seluruh masyarakat terlibat dalam pemerintahan. Selain itu, pentingnya lembaga ini dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan pemerintahan bisa dikontrol dan dikendalikan oleh rakyat. Karena, pemerintahan tanpa kontrol dapat menyeleweng dari tugas dan tanggungjawabnya. Hal ini sesuai dengan sifat dasar manusia yang memiliki dua potensi baik dan buruk (al-nafsu muthma’innah wa al-nafs lauwâmah), sedangkan syetan cenderung kepada keburukan (amarah bi al-Sû`). Oleh karenanya, perwakilan masyarakat harus mampu memberikan kontrol terhadap pemimpinnya sebagai kontribusi kongkrit untuk membentuk tatana yang ideal.

Keempat, adalah undang-undang dasar sebagai konstitusi dan pijakan dasar dalam mengambil keputusan dan melaksanakannya. Yakni konstitusi yang digunakan harus sesuai dengan tuntutan al-Qur’an dan al-Hadits. Dalam konteks ini, al-Qur’an memberikan ruang kebebasan dalam mengambil hukum konstitusional selain al-Qur’an dan al-Hadits selama tidak bertentangan dengan keduanya. 

Keempat komponen ini adalah perintah untuk melaksanakan tugas pokok dimasing-masing satuan kerja dalam sebuah pemerintahan. Dimana dari keseluruhan satuan itu al-Qur’an memerintahkan untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya masing-masing.

QS. al-Taubah 122

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa komponen pemerintahan terpenting ada dua macam yaitu militer dan cendekiawan. Militer untuk menjaga stabilitas keamanan dan kelompok terdidik untuk memberikan pencerahan intelektual. Keberadaan dua elemen ini dalam sebuah pemerintahan mutlak diperlukan karena pemerintahan berdiri berdasarkan ada dan besarnya dua komponen ini.

Pertama, tentara bertanggungjawab sebagai penjaga stabilitas keamanan secara umum dalam sebuah pemerintahan. Keberadaan tentara sebagai benteng keamanan yang menyokong tegaknya sebuah pemerintahan menjadi kebutuhan utama. Karena pemerintahan tanpa keberadaan tentara tidak akan mampu untuk memberikan tekanan kepada pihak-pihak yang melawan. Selain itu kebesaran sebuah pemerintahan diukur dari seberapa kuat militernya yang dimilikinya.

Kedua, kelompok terdidik yang berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan. Kehadiran kelompok kedua ini untuk membangun pemerintahan yang berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan rasional dan konstitusional, baik dari kaca mata agama maupun sosial. Keberadaan kaum intelektual dalam pemerintahan mutlak dibutuhkan dalam rangka untuk membangun masyarakat yang berperadaban. Sedangkan masyarakat yang berpedaban hanya bisa dibentuk oleh pemerintahan yang berilmu.

Titik tekan ayat ini adalah perintah kepada kaum intelektual untuk memberikan pencerahan terhadap kaumnya. Pencerahan khusus berupa pengajaran terhadap hukum agama (syaria’h) dan pengajaran nilai-nilai kemanusiaan secara umum. Aktivitas ini adalah bagian dari aktivitas politik dalam bentuk social education yang menjadi penentu dalam membangun masyarakat utama. 

Dari ayat-ayat yang telah kami sebutkan ini ada beberapa term yang menunjukkan tuntutan untuk melakukan sebuah aktivitas bersama. Tatanan yang dipimpin oleh seorang pemimpin untuk memperoleh sebuah tatanan masyarakat yang utama (khaira ummah). Yaitu masyarakat yang mempunyai kesadaran, kepedulian dan tindakan rael terhadap lingkungannya. Tuntutan untuk memberikan nilai positif terhadap berbagai persoalan yang akan mencabut eksistensi manusia sebagai makhluk terbaik. 

Tuntutan itu disebutkan dalam berbagai redaksi diantaranya; “segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’rûf dan mencegah dari yang munkar”.
 “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’rûf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah”.
 “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik”.
 “Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.
 “Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya)”.
 “Memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya”.

Kewajiban untuk melaksanakan amar maʻrûf nahi munkâr ini diambil dari ayat al-Quran yang menggunakan sighat (bentuk kalimat) amar (perintah).  Dinama konsekwensi hukumnya adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan.
 Dari sini penulis benpendapat bahwa sîghat amar dalam ayat-ayat al-Qur’an yang telah disebutkan tersebut mempunyai konsekwensi hukum wajib ‘aini. Akan tetapi wajib ‘aini itu menjadi wajib kifayah karena ada penjelasan dalam surat al-Taubah 122 yang menunjukkan bahwa perintah memberi peringatan (politik) kepada masyarakat hanya dilakukan oleh sekelompok kecil masyarakat.

2. Tujuan Politik al-Qur’an Adalah Tauhid

QS. al-Dzâriyat 56

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah SWT menciptakan makhluk yang bernama jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Beribadah adalah alasan mendasar penciptaan kedua jenis makhluk ini. Tugas dan fungsi utama dari keberadaan keduanya adalah menghamba dan menyembah terhadap ke Esaan-Nya. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan mâ nafî (huruf negasi) yang berada diawal kalimat dan perangkat ististnâ` (pengecualian) yang menjadi penunjuk keberadaan diciptakannya jin dan manusia.
 Yakni, Allah SWT tidak pernah menciptakan kedua makluk ini kecuali untuk melaksanakan penyembahan dan beribadah kepada-Nya. Ibadah menjadi kunci keberadaan makhluk di alam raya ini, disamping manusia ditugaskan menjadi mandataris Allah SWT dimuka bumi.
 

Menyembah berarti mengakui dengan sepenuh hati terhadap ketuhanan Allah SWT. Ditunjukkan dengan operasional anggota tubuh, serta pengakuan bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki kemampuan dan kewenangan atas dirinya. Kepasrahan yang utuh dan murni karena didorong oleh kesadaran dan rasa butuh terhadap naungan-Nya.

Ibadah yang di maksudkan dalam ayat ini tidak hanya terbatas kepada ibadah murni (mahdhoh) yang berbentuk ritual religius seperti sholat, puasa dan ritus-ritus lainnya, akan tetapi berbentuk umum. Keumuman bentuk ibadah ini menunjukkan keluasan makna ibadah itu sendiri. Dimana kegiatan itu ketika dilaksanakan dinilai sebagai suatu kebajikan yang memberi manfaat dan apabila ditinggalkan disebut keselamatan. Sebuah tindakan yang menjadikan Allah SWT senang dan ridlo kepada yang melaksanakannya. Meskipun tidak pernah diajarkan melalui al-Qur’an dan disebutkan dalam al-Hadits oleh rasul SAW, seperti penciptaan alat komunikasi modern, penciptaan alat transportasi modern, bahkan membuat  mode pakaian dan sebagainya. 

Dari ayat ini dapat di ambil pengertian bahwa memang pada dasarnya naluri alamiah kedua makhluk ini membutuhkan sesembahan yang menjadi sandaran dalam segala hal. Kebutuhan itu menjadi kebutuhan mendasar (pimer) yang bersifat non fisik. Kedua makhluk ini tidak bisa berdiri sendiri dan senantiasa menginginkan berada dalam naungan institusi diatasnya.

QS. al-A’râf 96

Dalam ayat ini ada huruf lau syarthiyah imtinâ’iyah (لو) yang menjadi kunci untuk memahaminya, yaitu huruf yang menjadi syarat atas terpenuhinya jawab. Maksudnya ketika syarat itu tidak ada maka jawabnya juga sudah semestinya tidak ada dan ketidakadaan syarat itu sudah dipastikan selamanya. Sehingga artinya adalah syarat itu tidak akan pernah terwujud oleh karenanya ia disyaratkan.
 
Pengertian ini ketika diaplikasikan dalam ayat maka penjelasnnya adalah; karena penduduk negeri-negeri itu tidak beriman dan bertakwa kepada Allah SWT maka keberkahan langit dan bumi itu tidak diberikan, dan selamanya mereka tidak akan beriman. Jadi karena selamanya mereka tidak beriman kepada Allah SWT maka pintu keberkahan langit dan bumi itu tidak pernah akan di buka. Dan kelak mereka akan di mintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT atas apa yang mereka perbuat. 

Keengganan mereka untuk tunduk dan mengakui ketuhanan Allah SWT justru merugikan mereka sendiri serta menjadikan mereka miskin secara fisik dan spiritual. Ketundukan dan keimanan menjadi syarat mutlak untuk memperoleh berkah langit dan bumi, baik berkah yang berupa materi maupun non materi. Yang berbentuk materi bisa berupa kemewahan dunia, dan segala pelengkapnya. Sedangkan yang berbentuk non materi bisa berupa rasa aman, keindahan hidup, kebahagiaan  ketenangan dan lain-lain.

Dari ayat ini bisa difahami, bahwa kenikmatan, kebahagiaan, kemakmuran dan ketenangan hidup itu tidak akan sulit dicapai ketika penduduk bumi beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Ketika itu sudah dilaksanakan dengan sepenuhnya maka Allah SWT sendiri yang akan memberikan kemewahan hidup, kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan dan rasa aman. Sebaliknya karena mereka tidak beriman dan durhaka kepada Allah SWT, kehidupan mereka senantiasa dihimpit oleh kemiskinan, ketakutan dan peperangan. Meskipun mereka memiliki tumpukan dunia namun hati mereka tidak pernah puas dan tenang.

QS. al-An’âm 56-57

Nabi Muhammad SAW yang diangkat menjadi rasul Allah SWT memiliki tugas utama bukan hanya sebagai rasul, akan tetapi juga mengemban fitrah manusia, yaitu tugas beribadah dan mengesakan-Nya. Sebagi seorang rasul,  beliau diperintah mendakwakan tauhid (mengesakan Allah SWT) sebagai tugas pokoknya. Selain itu beliau juga diperintahkan unutk tidak mengikuti keinginan hawa nafsu yang cenderung melenceng dari kebenaran. Karena jika ia menuruti keinginan nafsu, ia akan tersesat dari jalan yang lurus.

Puncak kesesatan yang ditimbulkan oleh nafsu adalah ketidak mampuan diri untuk mengetahui dan mengimani keberadaan Allah SWT. Karena Allah SWT tidak pernah memaksakan hambanya untuk beriman kepada-Nya, keimanan dan kekafiran itu tergantung kehendak hamba itu sendiri.
 Allah SWT hanya memberi peringatan lewat utusan dan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan-Nya.
  

Sebagi bukti kerasulannya nabi Muhammad SAW diberi kitab suci yang menjadi muʻjizat  untuk memberikan panduan dalam melaksanakan tugas suci ini. Namun, karena dengki dan iri orang-orang kafir tidak mau mengakui atas kebenaran ajaran yang dibawanya. Mereka malah menantang nabi SAW untuk untuk mendatangkan azab jika memang ia benar-benar utusan Allah SWT. Dalam ayat ini juga dijelaskan, bahwa permintaan orang-orang kafir yang menantang nabi SAW itu akan merugikan mereka sendiri. Karena permintaan itu tidak dapat dipenuhi oleh nabi SAW, dan hanya Allah SWT yang mampu memberikannya. Segala sesuatu hanya Allah SWT yang dapat memutuskan. Karena Allah SWT adalah sebaik-baik hakim yang memutuskan perkara. Ini ditandai dengan penggunaan huruf ((( pada pertengahan ayat 57. Dimana kegunaan huruf itu adalah menafikan sesuatu selain Allah SWT.

QS. al-Kahfi 56
Tugas utama dari para utusan Allah SWT adalah mengajak umatnya untuk menyembah Allah SWT semata (tauhid). Memberikan kabar gembira (mubasyir) bagi siapapun yang beriman dengan surga dan segala kenikmatannya. Dan memberikan peringatan (mundzir) bagi yang menolaknya, bahwa penolakan itu akan menjadikan mereka merugi di akhirat kelak. Mereka akan dimasukkan kedalam neraka dan segenap siksanya yang kekal. Akan tetapi ajakan itu mendapat respon negatif dari umatnya, malahan mereka mentertawakan ancaman itu. Kedudukan mereka bukan untuk menentukan keimanan dan kekafiran akan tetapi sekedar pembawa berita dan pengingat saja. Karena manusia pada dasarnya telah mengetahui bahwa Tuhan mereka hanya Allah SWT. Ini direkam dalam surat al-Aʻrâf ayat 172.

Allah SWT tidak pernah mengajarkan politik kepada para utusan-Nya. Namun, dalam ayat ini secara langsung Allah SWT menyuruh para utusan itu melaksanakan sebuah pengorganisasian umat untuk menyembah-Nya. Mengungkapkan kebenaran serta melenyapkan kejahatan. Sebuah proses pengarahan umat untuk memperoleh kabahagiaan hidup, memberikan peringatan-peringatan, ancaman-ancaman dan memberikan janji akhirat. Ayat ini secara gamblang memberikan gambaran sebuah prosesi politik yang dijalankan oleh para utusan itu.

QS. al-Nahl 36

Kehadiran para utusan itu bukan tanpa alasan, mereka sengaja dijadikan pesuruh Allah SWT untuk mengajak umatnya mengesakan-Nya. Kewajiban yang fitrah sebagai seorang hamba terhadap penciptanya.
 Allah SWT mengutus rasul-Nya pada setiap umat untuk menyerukan penyembahan Allah SWT sebagi Tuhan mereka, dan melarang menyekutukannya dengan Thâghût. 

Thâghût menurut bahasa di berasal dari kata thughyân, yang memiliki arti melampui batas. Sedangkan yang dimaksud disini adalah tindakan seorang hamba yang melampui batas dalam sesembahan, mengikuti, ketaatan terhadap selain Allah SWT. Ibnu al-Qayîm mengatakan bahwa thâghût itu banyak dan pokoknya ada lima macam, yaitu Iblis, orang yang rela dirinya di sembah orang lain, orang yang mengajak orang lain menyembah dirinya, orang yang mengaku-ngaku mengetahui hal yang ghaib, dan orang yang berhukum selain hukum Allah SWT.
 Jadi yang di maksud thâghût adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah SWT, yang diyakini bisa memberikan pertolongan dan mampu menghilangkan mara bahaya.

Para utusan itu hanya berkewajiban tuntuk menyampaikan risalah yang dibawanya. ia tidak berkewenang untuk menentukan siapa saja yang beriman maupun mengingkarinya, karena itu adalah kewenangan Allah SWT.
 Sebagian mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah SWT, sehingga mampu mengetahui jalan yang benar dan akhirnya beriman, sedangkan sebagian yang lain menjadi kafir bahkan menentang dakwah itu. Mereka yang menentang adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan dan penyesalan dikemudian hari.

Pelajarilah sejarah umat-umat terdahulu yang telah dihancurkan karena mereka menentang bahkan melakukan pembantaian terhadap para utusan. Seperti kaum nabi Luth AS, kaum Ād dan kaum Tsamût yang dimusnahkan karena mengingkari kebenaran ajakan para rasul itu. Dari sejarah mereka terdapat pelajaran hidup yang berharga bagi orang-orang yang beriman. 

Pelajaran mendasar dari sejarah mereka adalah sisa-sisa kehancuran mereka yang sampai saat ini masih dapat dilihat agar bisa dipetik pelajaran bagi umat setelah mereka. Siapa saja yang membangkang terhadap rasul Allah SWT, pasti berakhir dengan kehancuran. Dalam konteks ini, kedudukan nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir dimana ajarannya berlaku universal (al-Qur’an) memiliki kedudukan yang sama terhadap seruan para utusan itu. Keengganan dan pembangkangan terhadap seruan al-Qur’an mendapat ancaman yang setara dengan ancaman umat-umat terdahulu. Prinsip dari penghancuran mereka adalah penolakan terhadap kebenaran. 

QS. Saba` 34

Seluruh utusan itu tidak satupun yang perjalanan dakwahnya mulus. Mereka ditentang oleh umatnya sendiri, terlebih pembesar-pembesarnya. Pertentangan itu bukan karena mereka tidak mampu memahami ajaran yang disampaikan. Akan tetapi karena sifat angkuh dan enggan menerima kebenaran yang datang kepada mereka. Karena kebenaran itu berasal dari kalangan jelata. Selain itu, mereka takut kalau sampai ia mengikuti ajaran itu kekuasaan dan pengaruh mereka akan hilang. Mereka lebih memilih kekayaan dan kedudukan daripada keimanan yang akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Para pembesar-pembesar itu menentang secara terang-terangan, bahkan mereka tak segan-segan untuk memeranginya.

Pemahaman dasarnya adalah setiap orang memiliki karakter ingin dipuja dan di hormati. Terlebih orang yang memang memiliki status sosial yang tinggi. Dan juga setiap manusia senantiasa tidak ingin melepaskan kedudukan yang telah ia peroleh. Mereka akan melakukan apapun untuk mempertahankan kedudukan dan status sosial tersebut. Bukan hanya harta, jika perlu membunuh orang yang merebut kedudukan itu akan dilakukan. Seandainya para rasul datang untuk menguatkan dasar kedudukan mereka, tentulah para pembesar itu berbondong-bondong untuk mengimaninya. Hal ini terjadi karena setiap para utusan itu melakukan pembelaan terhadap umat yang dikuasai (ploretan) dan dieksploitasi oleh para pembesar itu, mereka terdiri dari pemilik modal (borjuis), kepala suku, raja, kaum intelektual dan lainnya.

QS. Muhammad 19

Prinsip dasar dari misi para utusan adalah mentauhidkan Allah SWT. Perintah yang di bebankan kepada nabi SAW disini menjalar kepada umat yang mengikutinya. Para utusan di utus karena manusia telah melenceng dan keluar dari sifat fitrahnya sebagai makhluk yang diciptakan untuk beribadah kepada-Nya.

Dalam ayat ini Allah kembali menegaskan bahwa tiada Tuhan selain-Nya. Tiada Tuhan yang layak disembah selain-Nya. Allah SWT tidak menghendaki hambanya tersesat karena menyekutukan diri-Nya, ia menunjukkan kecintaan-Nya kepada hambanya, menancapkan eksistensinya sebagai Tuhan, dan juga kebesaran-Nya yang ditunjukkan dalam akhir ayat ini.

Selain itu, Allah SWT menghendaki hambanya yang shalih juga memiliki kepedulian sosial, tidak sekedar melakukan ritual dan penyembahan yang tidak memiliki kepedulian terhadap kemanusiaan. Kepedulian itu terdiri dari kepedulian religius dengan memohonkan ampunan untuk mereka. Kepedulian religius ini hanya diperbolehkan antara sesama mu’min, sedangkan kepedulian religius antar agama yang berbeda keyakinan tidak diperbolehkan.

QS. al-Qashas 87-88

Dalam surat Saba’ ayat 34 disebutkan bahwa perjuangan para utusan itu tidak berjalan mudah. Mereka mendapat pertentangan dari kaumnya sendiri, lebih-lebih para pemangku kepentingan (stake holder), demikian halnya dakwah nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Allah SWT menguatkan nabi SAW, dengan menceritakan bahwa kekejian itu juga pernah dialami oleh para utusan terdahulu. Nabi SAW diingatkan oleh Allah SWT bahwa tujuan akhir dari aktifitas dakwah itu adalah Allah SWT. Adapun gangguan yang datang dari penentangnya jangan sampai menjadikannya berkecil hati dan menjadikannya takut.

Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan hal yang sama, yaitu meneguhkan kembali hati Nabi SAW untuk senantiasa tegar dalam mendakwahkan ayat-ayat al-Qur’an. Dakwah (politik) itu adalah menunjukkan kepada agama Allah SWT, mengesakan-Nya dalam beribadah dan keyakinan, karena hanya dzat-Nya yang layak untuk dijadikan sesembahan. Tiada Tuhan yang wajib dipuja selain Dia, dan Tuhan selain Dia adalah palsu dan akan musnah. Tuhan-Tuhan itu tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Dan mengembalikan hukum segala sesuatu kepada keputusan hukumnya yang telah dituangkan dalam keterangan kitab suci al-Qur’an.

Seorang politikus (dâ’i) ketika memiliki visi misi yang sudah jelas yaitu mengajak untuk mengesakan Allah SWT, hendaknya tetap konsisten dengan visi misi itu. Meyakini bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk melaksanakan tugas agama. Besar kemungkinan ditengah-tengah perjalanan ia akan menemui berbagai macam godaan yang hendak memalingkan dari cita-cita besarnya, bahkan bisa saja bertentangan. Visi misi ini jangan sampai digadaikan dengan tujuan yang pragmatis dan hanya untuk kepentingan sesaat (dunia). Jika sampai tergadaikan maka ia tak ubahnya orang yang meyekutukan Allah SWT dengan selain-Nya (musyrik). Karena tidak ada tujuan yang lebih mulia dan selamat selain mengesakan Allah SWT dalam setiap aktivitas. Dan barang siapa dengan sengaja mengubah tujuan itu, sesungguhnya Allah SWT maha tahu dan akan memberikan putusan hukum yang sepadan kelak di akhirat.

QS. al-Anʻâm 151

Misi nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT adalah menunjukkan kembali ajaran yang telah disampaikan oleh pendahulunya. Perintah dan larangan itu sudah disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Nabi Muhammad SAW hanya mereview dan mengingatkan kembali atas apa yang telah diperintahkan dan yang dilarang atas mereka. Ajaran yang dibawa nabi Muhammad SAW bukanlah hal baru bagi mereka. Hanya saja, mereka sudah mengubur dalam-dalam ajaran yang diberikan oleh nabi mereka terdahulu. Sehingga ketika nabi SAW menunjukkan ajaran itu, mereka menganggapnya sebagai hal yang baru. Muatan ajaran itu antara lain menyangkut ketuhanan (monotheist) dan tatanan masyarakat (social law). 

Masalah keesaan Allah SWT adalah ajaran yang paling pokok dari aktivitas dakwah para utusan itu. Selanjutnya masalah pranata sosial juag menjadi perhatian dakwah mereka, antara lain memperlakukan orang tua dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk pembentukan etika sosial. Larangan membunuh anak karena takut miskin sebagai upaya mempertahankan kelangsungan generasi penerus. larangan mendekati perbuatan keji yang menunjukkan sebagai pembentukan individu masyarakat yang sehat dan bermartabat. Dan melarang pembunuhan sebagi bentuk jaminan hidup.
Dari sini, bisa dimengerti bahwa seseungguhnya orang-orang yang menolak dakwah nabi SAW atau yang menentangnya sesungguhnya sudah mengetahui ajaran-ajaran itu. Pentingnya membangun tatanan sosial yang beretika, jaminan kesehatan, jaminan hidup, serta pentingnya membangun generasi yang sehar dan cerdas. Komponen dasar ini menjadi prasyarat untuk membentuk satu kehidupan sosial-religius yang harmonis.
QS. al-Mu’minûn 32 

Dalam surat ini Allah SWT menjelaskan dengan terang bahwa perilaku politik tidak bisa di elakkan dari pola sektarian. Pemikiran sektarian ini adalah naluri alamiah yang selalu ada dan melekat pada karakter masyarakat. Mereka disatukan pada satu keadaan dan teritori tertentu yang manjadi ego kelompok. Kesatuan ini banyak memberikan nilai positif pada masyarakat mereka, yaitu pertalian persaudaraan yang kuat diantara mereka. Namun disisi lain karakter ini menjadikan mereka enggan menerima kebenaran dari pihak lain, mereka menolaknya jika kebenaran itu datang bukan dari golongannya. Sebaliknya, mereka akan membela mati-matian golongan mereka walaupun itu sebuah kesalahan. Oleh karena karakter ini, Allah SWT mengirimkan utusan itu dari golongan mereka sendiri. Agar lebih mudah dalam menyampaikan pesan dan  berinteraksi karena sudah memahami seluk-beluk dan karakter kaumnya.
Selain itu ketika utusan itu dari kaum mereka, komunikasi antara mereka tidak akan mengalami banyak kendala, karena antara mereka sudah saling memahami bahasa komunikasi antara mereka. Namun pada kenyataannya justru kedatangan utusan tidak mendapat respon positif, mereka enggan untuk menerima ajakannya. Keengganan itu bukan karena mereka tidak mampu memahami ajaran yang didakwakan, akan tetapi karena kesombongan yang ada pada diri mereka. Dari sini bisa di ambil pemahaman bahwa aktivitas politik senantiasa mendapat tantangan bukan hanya dari luar, justru tantangan terbesar adalah penolakan yang datang dari kontituen mereka sendiri.

Dari seluruh ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa spirit dasar dari kegiatan politik dalam al-Qur’an adalah upaya pembangunan kerakyatan (civilization) dan tujuan akhirnya adalah Allah SWT. Hal ini berbeda dengan konsepsi politik konvensional bahwa spirit dasar politik adalah kepentingan dan tujuan akhir adalah kekuasaan. Al-Qur’an memandang kekuasaan adalah sarana untuk mempermudah dalam operasi dakwah bukan sebagai tujuan. Bila pemahaman dasar ini mampu dipahami dan menjadi karakter serta menyatu dalam jiwa politikus maka penyelewengan-penyelewengan tidak akan terjadi. Karena spirit yang mereka bangun bukan untuk kekuasaan dan dominasi, akan tetapi menunjukkan kepada masyarakat untuk mencapai tatanan sosial masyarakat yang memegang teguh tauhid dan memperoleh kebenaran.
3. Politik Pilar-Pilar Dalam Al-Qur’an

a. Syûra (musyawarah/deliberation)
QS. Ali Imran 159

Politikus dalam mendakwakan misinya hendaknya menggunakan cara yang santun, bersikap seperti seorang ayah kepada anaknya, seperti ibu kepada buah hatinya, lemah lembut, bermurah hati, pemaaf dan berjiwa besar. Mengedepankan musyawarah dalam memutuskan perkara, karena dengan demikian masyarakatnya merasa dihargai dan dianggap keberadaannya. Dengan kata lain, menjunjung tinggi demokrasi dan kemanusiaan. Karena hanya dengan bersikap seperti yang demikian pengikut atau masyarakatnya akan merasa nyaman. Bukan pemimpin yang emosional, berhati dingin, dan bertangan besi.

Pemimpin yang baik adalah yang tidak hanya mengandalkan kemampuan dirinya, akan dalam menjalankan aktifitasnya selalu menyandarkan diri pada kekuasaan Allah SWT. Ketika ia yakin akan rencananya adalah langkah terbaik dan membawa kemaslahatan umum ia akan terus optimis dan melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab. Jiwa seperti ini penting untuk di miliki seorang pemimpin agar ketika ia mengalami kegagalan tidak terperosok dalam jurang frustasi, dan ketika ia memperoleh kesuksesan tidak menjadi sombong. Pemimpin yang sadar akan kepemimpinannya, bahwa tanpa pengikut atau mayarakat yang dipimpinnya ia bukan apa-apa. Sehingga tidak akan bersikap sewenang-wenang terhadap pengikutnya. 

Dari sini Al-qur’an mengajarkan jenis kepemimpinan konsultatif partisipatoris yaitu memimpin kelompok atau masyarakat dengan membuka ruang diskusi yang lebar dan mengutamakan musyawarah. Pemimpin yang membuka komunikasi dua arah kepada masyarakatnya, memberikan kepercayaan kepada bawahannya dan melibatkannya dalam pengambilan keputusan. Ini adalah langkah sukses untuk menjadi seorang pemimpin yang dicintai rakyatnya yang di ajarkan oleh al-Qur’an.

QS. al-Syûrâ 38

Allah SWT akan memberikan jalan keluar atas permasalahan orang yang senantiasa menyeru kepada jalan Allah SWT. Melaksanakan sholat lima waktu dengan penuh ketaqwaan dan khusu’. Pemimpin yang demokratis, dengan menjaring aspirasi rakyatnya dengan tulus, yang selalu bermusyawarah dalam memutuskan perkara mereka. Orang kaya yang pemurah, dengan suka rela membelanjakan hartanya untuk menyantuni orang lemah dan tertindas, mengeluarkan zakat hartanya. Bagi mereka Allah memberikan kebahagiaan surga kelak diakhirat.

Ciri masyarakat utama yang hidup dalam lingkungan sosial yang harmonis dalam ayat ini pertama, dijelaskan sebagai sebuah masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif untuk mematuhi hukum (orang yang menerima seruan Tuhannya). Kedua, masyarakat yang hidup dengan tertib dan disiplin dengan menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab (dan mendirikan shalat). Ketiga, terbukanya ruang berserikat dan diskusi publik, dimana masyarakatnya tidak takut untuk menyampaikan pendapatnya, pemimpin yang senang menerima aspirasi rakyatnya dan tidak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan dengan selalu mengedepankan musyawarah (urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka). Keempat, memiliki kesadaran sosial yang tinggi, kepedulian untuk membangun masyarakat yang memiliki harkat dan martabat dan kemandirian finansial (mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka).

b. Al-Musawa (kesetaraan/equality)

QS. al-Hujurât 13

Allah SWT menciptakan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, menjadikannya berserikat dalam berbagai suku dan bangsa memiliki tujuan agar dari masing-masing mereka terjalin komunikasi dan kerja sama. Sebuah interaksi timbal balik yang seimbang dan saling memberi manfaat diantara mereka. Sehingga terjalin sebuah kerja sama yang saling menguntungkan, bukan untuk menjadikan mereka saling tindas dan menguasai. Tidak ada diskrimani dan pengistimewaan dalam politik, sosial, pendidikan, peleyanan kesehatan, hukum dan lainnya.

Perbedaan jenis kelamin dan suku bangsa tidak untuk membedakan derajat yang satu dengan lainnya lebih tinggi. Akan tetapi menumbuhkan sikap saling menghormati dan tepacu semangatnya untuk meraih prestasi.
 Karena sesungguhnya yang menjadikan mereka lebih unggul dari yang lainnya adalah karena prestasi ketaqwaannya kepada Allah SWT.

Dalam konteks ini bisa di pahami bahwa umat yang unggul adalah umat yang senantiasa menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya, sebagai realisasi atas sikap taqwa kepada-Nya. Kecenderungan masyarakat yang memiliki sifat ini adalah selalu bersikap dan bertindak positif sehingga menjadi sebuah masyarakat yang sadar dan peduli terhadap visi kemanusiaan. Menjalankan fungsi sebagai khalifah dibumi, sehingga membentuk sebuah peradaban yang bagus. 

Perbedaan yang mencolok dan diuatamakan dalam kehidupan masyarakat bersuku bangsa adalah seberapa tinggi budaya yang ia capai dan bentuk. Peradaban yang didorong oleh sifat taqwa kepada Allah SWT, dan mengakar menjadi sebuah karakter didalamnya. Semakin baik peradaban dan tatanan sosial suatu masyarakat maka semakin tinggi pula derajat masyarakat itu. 

QS. al-Nisâ` 1
Tidak sepantasnya perbedaan warna kulit, strata sosial, latar belakang dan perbedaan-perbedaan lainnya menjadikan mereka bersikap sombong terhadap lainnya. Karena pada dasarnya mereka berasal dari bahan yang satu yaitu tanah liat, dari ayah yang satu yaitu nabi Adam AS, dari Tuhan yang satu yaitu Allah SWT. Oleh karenanya hendaklah mereka saling menjaga hubungan baik diantara mereka (silaturahmi).

Allah SWT tidak melihat perbedaan itu menjadi masalah, yang dilihat-Nya adalah kesatuan mereka. Ketaqwaan yang ada pada diri mereka adalah ukurannya.
 Karena Allah SWT selalu mengawasi setiap gerakan mereka, sehingga tidak satu pun luput dari pantauan-Nya. Artinya, ketika manusia itu melupakan asal muasal mereka dan melakukan tindakan yang tidak mencerminkan sikap taqwa kepada Allah SWT, maka sesungguhnya Allah akan mengetahui dan memberikan balasana atas perbuatan mereka.

Namun, yang menjadi pembicaraan dalam ayat ini adalah sebuah teguran (warning) bahwa sesungguhnya menusia yang berbeda jenis kelamin dan lainnya itu adalah satu. Tidak dibenarkan untuk mengunggulkan satu diantaranya, tidak diperbolehkan mengeksploitasi dan mendiskriditkan jenis lainnya. Antara laki-laki dan perempuan adalah mitra yang saling membutuhkan dan setara, terutama dalam membentuk pernikahan rumah tangga dan tatanan sosial. Antara laki-laki dan perempuan memiliki tugas dan fungsi yang saling menguatkan, meskipun perempuan ditaqdirkan sebagai ibu yang menjadikan berkembang biaknya keturunan mereka.

Dalam ayat ini kata taqwa disandingkan dengan penciptaan menunjukkan bahwa pada awalnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang bertaqwa.
 Namun karena kesombongan yang ada pada diri mereka, sifat itu menjadi luntur. Selain itu disandingkannya kata taqwa dengan kata permintaan adalah ketaqwaan itu memiliki dimensi ketuhanan (ulûhiyah). Dan juga kata taqwa beriringan dengan kata silaturahmi menunjukkan bahwa, hubungan sosial (insâniyah) adalah salah satu barometer yang menunjukkan ketaqwaan seseorang. Seorang yang bertaqwa hendaklah orang yang interaksi sosialnya tidak bermasalah. Dan diakhir ayat disebutkan bahwa Allah SWT mengawasi, dimaksudkan bahwa Allah SWT mengetahui siapa yang bertaqwa kepadanya dan siapa yang tidak, karena tidak satupun hal yang luput dari pantauan-Nya.

QS. al-Nahl 97

Al-qur’an tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan dari jenis kelamin mereka. Setiap individu dari mereka mempunyai kesempatan dan hak yang sama dalam memperoleh kesuksesan dalam berkarir. Baik yang dalam urusan agama maupun dunia. Tidak hanya itu, perbedaan ras, suku, bangsa, dan sebagainya juga memiliki kesempatan yang sama. Yang menjadi ukuran bukan laki-laki dan perempuannya (strata sosial), akan tetapi seberapa besar prestasi dan kesuksesan yang di capai.

Dalam membangun karir antara laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama. Perbedaan itu tidak menjadi halangan untuk meraih sukses dalam meraih prestasi, perbedaan gender bukanlah masalah. Sama halnya dalam masalah kenegaraan dan sosial masyarakat, perbedaan itu bukan menjadi penghalang untuk sukses. Justifikasi ini berdasarkan uraian surat al-Nisa’ ayat 32 yang berbunyi;
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“bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan”.

Dalam ayat ini Allah memberi kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh pahala perbuatan mereka. Al-Qur’an melihat jenis kelamin tidak menjadi masalah dalam berkarir (amal shâlih). Redaksi kehidupan yang baik dalam ayat ini menunjukkan kebebasan keduanya untuk bersaing baik terkait masalah dunia (karir) atau akhirat (ibadah). Siapapun yang melakukan amal shâlih baik laki-laki maupun perempuan akan diberikan pahala oeh Allah SWT. Yang menjadikan mereka berbeda adalah ketinggian tingkat ketaqwaannya kepada Allah SWT.
 

QS. al-Ahzab 35

Dalam ayat ini ditegaskan kembali bahwa perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan tidak mengurangi pahala amal shâlih. Perbedaan laki-laki dan perempuan hendaknya dijadikan sebagai tantangan untuk berebut keutamaan karena keduanya akan mendapat pahala yang sama. 

Pengakuan dan penghormatan Islam terhadap keberadaan wanita ditegaskan dengan jelas dalam al-Qur’an. Antara keduanya tidak ada perbedaan dalam kompetisi karir.
 Dari sini, al-Qur’an mengemukakan konsep kesetaraan gender jauh sebelum isu ini ramai di dunia barat. Islam lebih kongkrit, dengan membebaskan ruang aktifitas dan pemberian kesempatan dan pahala (reword) yang sama. 

Kata “Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan” memberikan pemahaman sesungguhnya aktifitas itu penuh resiko dan tak luput dari kesalahan-kesalahan. Namun kesalahan-kesalahan itu dihapuskan karena manfaatnya akan jauh lebih besar dari pada berdiam diri. Aktifitas yang sama antara laki-laki dan perempuan bukan tanpa resiko, namun orientasi berlomba dalam kebaikan disini lebih diutamakan. Sedangkan kata “dan menyediakan pahala yang besar” mengindikasikan aktifitas yang sama antara laki-laki dan perempuan memberikan nilai positif. Karena Allah SWT hanya akan memberikan pahala atas aktifitas yang memberikan manfaat dan memiliki konsekwensi positif.

QS. Ali Imrân 195

Dalam ayat ini Allah SWT menjawab kegelisahan orang-orang beriman. Allah SWT telah mengabulkan do’a orang-orang yang beriman kepadanya. Kegelisahan yang sebelumnya melanda mereka yaitu ketika ada ketakutan dalam diri mereka, akankah mereka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh para utusan itu menjadi sebuah kenyataan. Allah SWT tidak akan pernah menyia-nyiakan terhadap perbuatan baik yang dikerjakan oleh laki-laki maupun perempuan yang beriman. Kesalehan yang didasari keikhlasan kelak diakhirat akan diberikan taman surga yang dialiri sungai rahmat.

Allah SWT akan memberikan imbalan atas segala perbuatan baik yang dilakukan oleh siapapun. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak menjadikan balasan yang diterima berkurang. Perbedaan kondisi dan tempat juga tidak mempengeruhi imbalan yang kelak diberikan. Orang-orang yang dengan susah payah memperjuangkan agama Allah SWT dengan rela meninggalkan kampung halamannya, kelak akan mendapat imbalan yang besar disisi Allah SWT. Orang-orang yang terusir dari kampung halamannya, akan mendapatkan pahala yang besar tatkala mereka beriman kepada Allah SWT dan tabah menerima cobaan itu. Orang-orang yang tertindas karena membela kebenaran, akan mendapatkan surga dan segala kenikmatannya. Orang-orang yang berperang untuk melawan penjajahan dan menegakkan agama Allah SWT, kelak akan menjadi penghuni kerajaan Alah SWT disurga. Kesalahan mereka dihapuskan oleh kebajikan yang mereka ciptakan, sehingga yang nampak hanya kesalehan dan ketaatan. Mereka semuanya akan mendapatkan balasan surga, tempat kenikamtan abadi.

QS. al-Taubah 68

Selain kesamaan dalam kesempatan yang sama untuk mengukir karir dan pahala, al-Qur’an tidak membedakan threat of punishment (ancaman hukuman) bagi pelanggarnya. Siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap fitrah manusia baik laki-laki maupun wanita maka baginya adalah neraka jahanam sebagai imbalannya.

Ancaman al-Qur’an ini memberikan informasi bahwa sesungguhnya mereka sudah diberikan peringatan sebelumnya. Ketika mereka tidak mengindahkan peringatan itu maka ancaman hukuman sudah menanti mereka. Dalam membicarakan hukuman untuk para pelanggar ini, al-Qur’an juga tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Karena pada dasarnya keduanya mampu untuk meninggalkan larangan itu. Tidak ada alasan jenis kelamin menjadi penghalang untuk menimpakan hukuman.

Dari ayat-ayat yang telah penulis utarakan menunjukkan kesetaraan hak, kesempatan dan imbalannya. Perbedaaan latar belakang, jenis kelamin, suku bangsa dan strata sosial bukan penghalang untuk meraik kesuksesan. Tidak menjadi penghalang untuk menimpakan hukuman ketika terjadi pelanggaran. Kesamaan hak dan derajat itu dengan jelas diterangkan dan diakui oleh al-Qur’an sendiri. Perbedaan latar belakang dan golongan adalah sebagai pemantik semangat dalam persaingan sehat antara mereka. Kesadaran sosial dalam menjalin komunikasi dan kerja sama menjadi modal utama untuk membentuk tatanan masyarakat yang egaliter. Pengakuan kesamaan hak dan kewajiban, kesempatan, pahala dan ancaman hukuman secara terang dalam al-Qur’an ini menunjukkan pentingnya masalah ini. Karena ketika hal itu dicederai dengan mengunggulkan salah satu dan menghardik yang lainnya. Sehingga, akan mengoyak nilai dasar kemanusiaan, dan konflik sosial tidak bisa dielakkan. Atas dasar ini al-Qur’an memberikan wawasan yang demikian agar nilai dasar kemanusiaan ini tetap terjaga dan keharmonisan sosial tetap utuh.

c. Al-‘Adâlah (keadilan/justice).

QS. al-Nisa’ 58

Pada bagian yang lalu telah kami jelaskan bentuk sistem pemerintahan yang terkandung dalam ayat ini. Dalam pembahasan ini, akan kami uraikan kembali mengenai penjelasan ayat ini ditinjau dari spirit dasar penegakan hukum. Yaitu untuk menciptakan keadilan yang menyeluruh, keadilan tanpa penipuan dan kecurangan. Peradilan yang egaliter dan transparan, tanpa membedakan kualifikasi dan strata sosial. Peradilan yang melindungi segenap masyarakatnya, yang berkeadilan sosial, beradab, dan mengundang partisipasi masyarakat. Dan harus melalui prosedur yang fair dan transparan, tidak licik dengan transaksional ditempat gelap. Demikian halnya dalam memproduksi hukum harus diproses dengan demokratis dan nomokratis. Hal ini dijelaskan di akhir ayat yang menggunakan redaksi Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Akhirnya, akan terbentuk sistem yang baik dan peradilan yang dikendalikan oleh orang yang memiliki moralitas bagus.

Untuk menegakkan hukum yang berkeadilan dibutuhkan suatu institusi hukum yang amanah, kredibel, independen, akuntabilitas dan integritasnya bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, kepercayaan publik kepada institusi ini harus dibangun dengan baik. Untuk membangun kepercayaan ini institusi hukum harus memiliki kepribadian yang benar-benar amanah. Karena kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum menjadi dasar utama untuk membangun masyarakat utama yang tertib. Ketika kepercayaan masyarakat sudah terbangun dan penegak hukum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, maka ketertiban itu dengan sendirinya mudah untuk dicapai. Sebaliknya ketika masyarakat tidak percaya terhadap institusi hukum, maka ketertiban itu sulit untuk didapat.

Tidak hanya membangun kepercayaan publik. Yang lebih penting dari sebuah institusi hukum adalah harus mampu menjaga kepercayaan itu dengan memberikan putusan yang adil. Adil dalam perencanaan, perlakuan, perundang-undangan dan putusan hukum. Keadilan adalah marwah utama hukum itu sendiri.

QS. al-Mâ`idah 8

Al-Qur’an menekankan untuk berlaku adil dan transparan dalam prosesi dan putusan hukum. Perintah ini ditekankan kepada segenap pihak yang terlibat dalam lembaga peradilan, yang terdiri dari hakim pemutus perkara, pendakwa (jaksa), saksi, dan pembuat perundang-undangan. Selain itu penting untuk membuat sistem peradilan yang baik, sehingga rakyat bisa mengakses hukum tanpa rasa takut. Pembentukan sistem ini bisa terwujud ketika seluruh elemen peradilan memiliki moral dan wawasan yang baik. Karena terpenuhinya sistem yang baik terlahir dari sumber daya manusia yang baik pula.

Untuk mewujudkan hal ini secara mutlak ditentukan oleh profesionalitas perangkat hukum. Keberpihakannya hanya pada kredo hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, melihat fakta, moralitas dan rasionalitas hukum dengan cermat. Integritas seorang hakim terjaga, mumutus keberpihakan baik karena benci maupun sayang. Selain itu hakim pemutus perkara hendaknya meneliti persaksian dengan seksama, sehingga hakim tidak mudah tertipu dengan persaksian palsu. 

Moralitas dan rasionalitas peradilan ini berlaku kepada semua pihak yang terlibat dalam lembaga peradilan. Dalam hal ini al-Qur’an memberikan batasan yang jelas dan terukur untuk menilai integritas peradilan dengan berdasarkan ketaqwaan. Karena tanpa dasar ketaqwaan, peradilan bisa melenceng dari kebenaran meskipun fakta hukum sudah tak terbantahkan. Dan, sesunguhnya Allah SWT maha mengetahui terhadap pihak yang berlaku curang dalam peradilan.
QS. al-Nahl 90

Amar ma’rûf nahi munkar sebagai ruh politik yang diajarkan al-Qur’an, akan memiliki dampak yang lebih luas dan kuat ketika dilakukan oleh lembaga hukum yang dilindungi undang-undang. Aktifitas yang tersistem dengan baik akan lebih memudahkan untuk memenuhi target sasaran, yaitu terciptanya iklim sosial yang konstitusional dan berkeadilan. 

Pemimpin atau hakim harus memutuskan perkara sesuai dengan prinsip keadilan. Tidak berlaku curang dan melanggar nilai universal kemanusiaan, berlaku adil dalam rangka untuk melaksanakan Amar ma’rûf nahi munkar. Dan juga harus menjaga kualitas diri dengan tetap berinteraksi sosial yang baik, menjauhi perbuatan tercela dan segala bentuk permusuhan. 

Tujuan ayat ini adalah agar pemimpin atau hakim terbebas dari jeratan sosial. Ketika mereka mampu melepaskan diri dari jeratan-jeratan ini, mereka akan leluasa dan tidak terbebani ketika akan memperlakukan peraturan atau putusan. Karena mereka sudah menjadi motor teladan atas terbentuknya tatanan sosial yang harmonis. Berbeda masalahnya ketika pemimpin atau hakim memilliki catatan hitam dalam interaksi sosial maupun catatan hukum. Maka ini akan menjadi ganjalan tersendiri bagi mereka untuk menerapkan sebuah aturan atau ketetapan hukum. Sebuah konsekwensi atas perbuatannya sebagai pemimpin maupun hakim, karena diri mereka harus terbebas dari jeratan-jeratan itu.

QS. al-Nisâ` 135

Aktifitas peradilan memang penuh godaan. Oleh karenanya, al-Qur’an memberikan peringatan (warning) agar penegakan hukum tidak tergoda dan senantiasa menjunjung tinggi etika. Al-Qur’an memerintahkan untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya. Tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan itu sendiri.

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan persaksian hukum dan penegak hukum untuk berlaku adil. Meskipun berakibat buruk kepada diri mereka, keluarga, kerabat bahkan kepada orang tua mereka sendiri. Tidak takut tekanan orang kaya (plutocrat) maupun ancaman orang miskin (pauper). 
Kenapa al-Qur’an menggunakan hal ini sebagai peringatan?. Hal ini tidak lepas dari permasalahan integritas penegak hukum (nafsu) yang cenderung lunak ketika berhadapan dengan mereka. Monopili dan nepotisme hukum senantiasa mewarnai wajah penegakan hukum sepanjang masa. Untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan, di haruskan adanya kesetaraan didepan hukum (egaliter). Oleh karena itu untuk menegakkan integritas peradilan, al-Qur’an menuntut penegak hukum untuk bersikap netral dan transparan. Sehingga permainan gelap dibawah tangan dapat dikontrol dan dihindari. 

Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa keadilan harus ditegakkan, kerena hukum adalah kunci dan benteng awal dan terkhir untuk menciptakan masyarakat yang baik. Ketika pemerintahan atau peradilan sudah tidak berlaku adil maka kehidupan masyarakat akan kacau dan eksistensi manusia akan terancam. Pembentukan hukum, sistem dan pelaksanaan hukum yang egaliter adalah kunci untuk mewujudkan keadilan sosial dalam rangka meneguhkan eksistensi itu. Kedilan bukan sekedar oase dipadang sahara dan menjadi retorika yang indah. Dalam terminologi hukum moderen dinyatakan; keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh. Abî Dzar menceritakan  bahwa Nabi SAW pun menegaskan untuk mengatakan dan menegakkan kebenaran dengan sesungguhnya meskipun berakibat pahit.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اَللَّهِ. صلى الله عليه وسلم .قُلِ اَلْحَقَّ, وَلَوْ كَانَ مُرًّا. صَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.
“Katakanlah kebenaran itu benar walau terasa pahit”
 
d. Al-Hurriyah (kebebasan/freedom).

QS. al-Baqarah 256

Kemerdekaan adalah fitrah manusia sejak ia lahir. Merdeka adalah hak setiap insan dan tak seorangpun boleh merebutnya. Namun karena keserakahan manusia, seringkali mereka saling tindas bahkan saling bunuh hanya untuk menguasai dan di takuti kelompok lain, sehingga kemerdekaan itu direnggut. Dari sini al-Qur’an memperingatkan akan fitrah yang disandang oleh setiap orang itu.

Salah satu kebebasan yang diberikan al-Qur’an adalah kebebasan dalam aqidah. Al-Qur’an memberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memilih agama yang sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Kenapa al-Qur’an mencontohkan kebebasan agama sebagai hak mendasar kemerdekaan individu (al-Huqûq al-Insâniyah). Karena keyakinan adalah sebuah permasalahan yang paling mendasar, sifatnya yang abstrak, dan sulit untuk di identifikasi, namun memiliki dampak pada seluruh sikap dan perilaku. Keyakinan adalah sesuatu yang alamiyah dan tidak bisa dipaksakan. Seseorang tidak mungkin bisa memaksakan orang lain untuk meyakini sesuatu yang tidak ia yakini. Sebaliknya, seseorang tidak bisa mencegah dan melarang untuk tidak meyakini sesuatu yang telah diyakini orang lain. Karena kayakinan adalah sebuah anugerah yang tidak bisa di minta maupun ditolak. Nabi Muhammad SAW pernah mendapatkan teguran karena memaksakan sebuah keyakinan untuk pamannya yang ia cintai. Dan oleh karena itu juga nabi SAW mendapat teguran tegas dari Allah SWT. Dalam surat al-Qashash ayat 56 diceritakan;
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“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk”.

Yang menjadi penting dalam pembahasan ini adalah kebebasan ataupun hak individu maupun sebagai masyarakat adalah suatu yang tidak boleh untuk dirampas. Pemimpin harus menjadikan kebebasan itu diintegrasikan dalam sebuah perlindungan dan penghormatan sosial, mencakup segala bentuk kebebasan, baik sebagai manusia, masyarakat, maupun sebagai individu. Syariat Islam datang adalah untuk membebaskan kembali hak-hak manusia yang telah dirampas oleh yang lainnya. Kata “tidak ada paksaan” dalam ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada paksaan sama sekali dalam masalah agama. Ini ditunjukkan oleh kata tidak (لَا), ketika dalam bahasa Arab berbentuk perabot negasi (لَا الَّتِي لِنَفْيِ الْجِنْسِ). Sehingga konsekwensi hukum yang ditimbulkannya adalah penghapusan segala paksaan.

Penulis memahami kegunaan perabot negasi secara penuh (لَا الَّتِي لِنَفْيِ الْجِنْسِ) ini memberikan dampak kemerdekaan bawaan sejak lahir (al-Huqûq al-Insâniyah) seperti halnya kemerdekaan dalam berkeyakinan. Kebebasan beragama yang disebutkan al-Qur’an adalah sebagai contoh general (representative sample) dari kemerdekaan tersebut. Karena, kemerdekaan berkeyakinan (‘aqîdah) adalah prinsip utama untuk membentuk kemerdekaan yang lain. Jadi, segala kemerdekaan yang menjadi fitrah manusia baik kemerdekaan sebagai masyarakat maupun sebagai individu, tidak boleh direbut ataupun diintervensi maupun dikuasai orang lain. Kemerdekaan itu harus dihormati dan dilindungi.  Ini adalah pemahaman yang ingin dibangun oleh penulis.

QS. al-Kahfi 29

Bentuk penghormatan al-Qur’an atas kemerdekaan manusia dinyatakan dalam sebuah ayat yang tegas dan terang.
 Dari ayat ini Al-Qur’an menggambarkan design (konstruksi) tatanan masyarakat yang memiliki rasa saling menghormati dan toleransi yang tinggi. Masyarakat yang bebas dalam berkehendak dan memilih yang terbaik untuk dirinya. Kebebasan yang dilindungi dan dihormati oleh kesadaran sosial dan regulasi norma (undang-undang). Kebebasan beragama yang dikampanyekan al-Qur’an memiliki peranan penting dalam membentuk tatanan masyarakat tersebut. Karena kayakinan atau agama adalah masalah yang asasi dan tidak bisa diganggu gugat.

Di akhir ayat Allah SWT memberikan ancaman neraka kepada orang-orang yang dzalim, memberikan pemahaman bahwa kebebasan itu bukan sekedar penghormatan semata, dan juga agar jangan sampai terjadi pelanggaran. Meskipun pelanggarnya mengatasnamakan Allah SWT atupun Islam dalam hal ini sangat terang balasan yang akan ditimpakan kepadanya. Karena Allah mensyari’atkan Islam bukan untuk membelenggu dan memaksakan kehendak,
 namun sebagai pembebas
 dan rahmat.
 Keyakinan adalah masalah yang sensitif dan menjadi muara terhadap masalah-masalah sosial lainnya. Sehingga dengan memberikan ancaman secara tegas kepada pelanggarnya memberikan faedah kepada mukhotob (lawan bicara) untuk tidak melanggarnya. 

Dari ayat-ayat yang telah kami sebutkan, penulis memiliki pemahaman bahwa kebebasan yang di ajarkan al-Qur’an adalah kebebasan asasi yang menjadi fitrah manusia. Yaitu kebebasan dalam memilih dan memiliki sebuah keyakinan dan agama. Pembahasan agama sebagai dalil kebebasan karena agama atau keyakinan adalah sebagai muara dari segala kebebasan dan permasalahan. Agama sebagai muara kebebasan dimaksudkan bahwa ketika dalam sebuah sosial masyarakat kebebasan beragama dan keyakinan di berikan ruang seluas-luasnya, maka bisa dipastikan kebebasan lainnya akan terlindungi. Dan sebaliknya ketika kebebasan berkeyakinan dan beragama sudah dirampas, kebebasan kehidupan lainnya sudah dipastikan mati.

Agama sebagai muara permasalahan, dimaksudkan ketika dalam sebuah masyarakat kehidupan ruhaniahnya (keberagamaan) terjaga dan terlindungi dengan  baik maka bisa dipastikan masyarakat itu menjadi masyarakat yang baik. Dan sebaliknya, ketika masyarakat itu keberagamaannya terdapat masalah, maka akan berimbas pada sektor sosial lainnya. Dalam hal ini penulis memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud keberagamaan yang baik adalah keselarasan antara keyakinan agama, pengetahuan agama, praktik (ubudiyah) yang tercermin dalam perilaku sosial.

e. Al-Taqaddum (berorieantasi kedepan/Progresif)  

QS. al-Nisâ` 9

Ayat ini menghendaki pemimpin yang visioner. Politik dan pemimpin yang digambarkan al-Qur’an adalah yang memiliki misi jauh kedepan. Pemimpin yang mampu memiliki target-target jangka pendek maupun jangka panjang, tanpa mengesampingkan pemenuhan kebutuhan primer. Mampu membaca peluang dan memiliki visi untuk kemajuan masyarakatnya. Pemimpin yang mampu membaca peluang 100 tahun didepannya. Kebijakan dan langkah politisnya bukan hanya untuk memenuhi kepentingannya sendiri, akan tetapi juga untuk mempersiapkan tiga generasi setelahnya. 

Politikus yang visioner dalam pengambilan keputusan politis maupun taktis akan selalu melihat dan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang. Dimana langkah itu adalah untuk mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan generasi setelahnya. Ia menghindari dan menghilangkan tindakan yang dapat membahayakan generasi setelahnya. Bahaya yang besar bukan yang mengancam kepentingannya, akan tetapi bahaya yang paling besar adalah bahaya yang dapat mengancam eksistensi generasi seletahnya. Kesuksesan yang diraihnya adalah untuk kejayaan dimasa depan.

QS. al-A’râf 179

Bagi siapapun yang tidak berjalan sesuai dengan ajaran syariat, maka akan dimasukan kedalam neraka. Yaitu mereka yang tidak menggunakan hatinya untuk memahami terhadap fenomena alam (ayat-ayat Allah SWT) yang terpampang didepan mereka. Orang yang dimikian itu, ibarat binatang ternak yang tidak mampu untuk berfikir, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak itu. Kesesatan binatang karena mereka tidak memiliki akal untuk berfikir dan hati untuk meresapi dan menghayati kehidupan ini. Binatang hanya memiliki naluri alamiyah untuk memenuhi perutnya saja, tanpa mampu berfikir yang lain.

Manusia yang hanya berfikir untuk mengisi perutnya sendiri dan obsesi sesaat tak ubahnya binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Karena manusia memiliki akal yang sempurna yang mampu untuk berfikir, mempunyai hati untuk merasa dan meresapi. Dari sini, pemimpin atau politikus diharuskan menggunakan akal fikirannya dengan maksimal untuk menghayati dan merumuskan kehidupan dengan sebenar-benarnya. Progresif terhadap segala masalah keumatan, dan rumusan-rumusan solusi kedepannya. Terbuka terhadap segala kritikan dan nasehat, walaupun dari rakyatnya yang terkecil. Hati yang memiliki kepekaan empati terhadap permasahan rakyatnya. Tergerak untuk mengambil langkah strategis untuk menghilangkan penderitaan masyarakat. Mata yang mampu menembus batas segala masalah yang diendapkan dari permukaan. Telinga yang mau mendengar jeritan dan tangisan orang-orang yang teraniaya. Akal yang mampu berfikir jernih ketika hati kacau dan marah. Inilah tuntutan al-Qur’an dalam mengajarkan kepemimpinan yang visioner, progresif dan revolusioner baik dalam pemikiran maupun dalam tindakan.

QS. al-Qashas 77

Ciri pemimpin atau politikus yang progresif dan revolusioner adalah memiliki kecakapan managerial yang baik. Kecakapan ini bisa dilihat dalam tindakan dan kebijakan yang ia ambilnya. Pemikiran, tindakan dan kebijakan yang ia ambil mencerminkan dan untuk kehidupan yang jauh kedepan tanpa melupakan kebutuhan yang sedang dihadapi masyarakatnya. Selain itu ia mampu untuk mengatur dan mencari solusi dengan baik permasalahan yang sedang terjadi, serta mampu membaca potensi peluang dan masalah yang akan terjadi. Mengambil langkah-langkah strategis untuk memecahkan permasalahan masyarakatnya. Bukan untuk memperkuat kekuasaan, kedudukan dan keuntungan dirinya sendiri.

Ayat ini menggambarkan bahwa pemimpin atau politikus yang sukses adalah yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan yang mendesak (‘ajil) dan mendatang (ajil). Bukan pemimpin yang memprioritaskan masalah tertentu. Al-Qur’an tidak mengenalkan managerial prioritas dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Kesuksesan dalam kehidupan dunia harus di capai dan kebahagiaan akhirat tidak boleh terlupakan. Ini adalah semangat yang di kampanyekan al-Qur’an dalam ayat ini.
Selain itu pemimpin harus mampu menciptakan kemaslahatan bagi rakyatnya. Kebaikan yang ia buat sesungguhnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anugerah yang ia terima dari Allah SWT. Yaitu, kelebihan dalam kepemimpinan, yaitu sikap dan jiwa kepemimpinan yang ia miliki. Pemimpin harus memiliki sifat-sifat ketuhanan, karena pada dasarnya ia adalah mandataris Allah SWT. Dengan demikian ia akan mendapat rahmat dan pertolongan Allah SWT. Karena sesungguhnya Allah SWT memberikan tugas manusi di bumi adalah untuk melestarikan bumi ini. Oleh karenanya Allah SWT tidak menyukai pemimpin yang pintar membuat kerusakan dan kekacauan kehidupan bumi.
Wawasan yang penulis dapat dari ayat-ayat ini adalah politik harus memiliki orientasi terhadap pembentukan sebuah masyarakat yang makmur. Kesejahteraan dalam berbagai sektor kehidupan, bukan hanya sejahtera dalam segi intelegensi (kecerdasaan), namun juga sejahtera dalam segi ekonomi, kekuasaan (power), kedudukan (footing) dan spiritual (religius).
 Pentingnya untuk managerial masyarakat untuk menghantarkan mereka kepada sebuah tujuan yang utama yaitu akhirat, tanpa mengesampingkan kesuksesan dalam kompetisi dunia. Keseimbangan dalam meraih keduanya adalah ukuran nominal atau barometer dalam kesuksesan suksesi politik dalam al-Qur’an.

B. Rekomendasi Al-Qur’an Menuju Masyarakat Madani
Kitab suci al-Qur’an, sekalipun tidak memberikan petunjuk langsung tentang bentuk suatu tatanan masyarakat yang ideal, namun tetap memberikan kriteria, ciri-ciri, kualitas dan petunjuk suatu masyarakat yang ideal. Selain itu, al-Qur’an juga menuntut kepada manusia untuk memikirkan rumusan pembentukan dan menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mempunyai kualitas menurut ide al-Qur’an. Dari sini, sangat mungkin untuk merumuskan dan menciptakan sebuah gambaran masyarakat yang dicita-citakan al-Qur’an.
 Walaupun untuk mewujudkannya masih membutuhkan interpretasi dan pengembangan pemikiran.
Al-Farabi pernah menggagas pendirian al-Madînah al-Fadhîlah (masyarakat utama). Menurutnya, al-Madînah al-Fadhîlah adalah sebuah masyarakat yang mewujudkan segala keutamaan diatas dasar tauhid.  Konsep ini menekankan pada subtansi susunan masyarakat dari pada ketentuan legal formal yang berakar pada hukum hukum fiqih. Lebih berdimensi kemasyarakatan dari pada teori hukum mengenai kekuasaan yang berbentuk negara. Penekanan al-Farabi pada subtansi sebagai wujud ideal dari sebuah masyarakat yang dibangun yaitu kota yang beradab (tamaddun).

Dalam konteks pemikiran kekinian muncul satu istilah yang baru untuk menyebut sebuah masyarakat utama, yaitu masyarakat madani. Gagasan masyarakat madani pertama kali diutarakan oleh mantan Wakil Perdana Menteri Malasyia Dato Anwar Ibrahim dalam pidato festival Istiqlal tahun 1995 di Jakarta dan dikembangkan Nurcholis Madjid. Yaitu, masyarakat yang mendasarkan diri pada agama sebagai sumber, peradaban sebagai proses dan masyarakat kota adalah hasilnya.
 Sedangkan civil society adalah masyarakat kewarganegaraan yang memiliki kode hukum dan politik sebagai pengaturan hidup, sedangkan budaya individu dan masyarakat sebagai gejalanya. Konsep civil society pertama kali di perkenalkan oleh Ceciro seorang filosof Romawi dengan sebutan civilas siciatas. Sebenarnya ada perbedaan yang mendasar antara penyebutan masyarakat madani dan civil society. Masyarakat madani tidak terbatas pada sebuah teritorial bangsa dan negara (nation and state), namun mengacu pada karakter religius. Sedangkan civil society mendasarkan diri pada ketaatan hukum dalam sebuah nation and state.

Karakteristik masyarakat utama dalam al-Qur’an adalah masyarakat yang secara totalitas patuh dan taat kepada Allah SWT. Kepatuhan kepada Allah SWT tersebut mengharuskan mentaati segala perintah-Nya baik yang menyangkut keagamaan maupun kemasyarakatanya. Seperti yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 128 tentang karakteristik yang hanya dimiliki oleh sebagin masyarakat saja yaitu masyarakat muslim.
 

Masyarakat utama (civil sosiety/masyarakat madani) berarti suatu ruang asosiasi atau pengelompokan manusia yang tidak dipaksakan. Sekaligus suatu rangkaian jaringan hubungan yang di bentuk atas dasar keluarga, keyakinan, kepentingan  dan ideologi.
 Masyarakat yang berperadaban berdasar nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi demokrasi, keadilan, menjalankan amar ma’rûf nahi munkar dan berorientasi kepada kebajikan.
 Kemudian persaudaraan seagama yang tercantum dalam surat al-Hujarât ayat 10. 
Sesama muslim tidak dibenarkan saling membuat potensi konflik, dan jika ada konflik harus diselesaikan secara adil. Saran tersebut bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang bekuat dan sesuai dengan norma-norma Islam. Contoh yang jelas adalah terpecahnya beberapa aliran teologi zaman dahulu maupun perbedaan madzhab zaman sekarang ini. Contoh lagi yang menciptakan hubungan baik adalah persaudaraan antara kaum Muhâjirîn dan kaum Anshâr. Kaum Anshâr lebih mengutamakan kaum Muhâjirîn daripada dirinya sendiri.

Masyarakat yang berbeda paham cenderung saling menyalahkan, dan tidak mengakui keberadaan pihak lain, di dalam al-Qur’an ini dilarang terjadi antara sesama muslim. Padahal, Allah SWT  tidak pernah melarang hubungan antara muslim dengan non muslim. Tidak boleh membeda-bedakan, harus berbuat adil bagi non muslim yang tidak memerangi Islam. Dengan demikian, persaudaraan antara sesama muslim adalah sebuah keharusan yang terus harus dibangun, dijaga keutuhannya jangan sampai rusak atau hancur. Demikian halnya dengan non muslim yang tidak memusuhi umat Islam

Ada beberapa term untuk menyebutkan tatanan masyarakat yang utama yang menjadi misi politik sosial masyarakat menurut al-Qur’an (masyarakat madani/civil society). Antara lain: Umatan wasathan, Umat an wâhidan, dan khairo ummah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
1. Umatan Wasathan

Kata wasathan
 terdiri dari huruf wau, sin dan tha' yang bermakna dasar, pertengahan atau moderat, yang memang menunjuk pada pengertian adil. Wasathan secara harfiah berarti pertengahan atau moderat yang menunjuk kepada pengertian sebagai umat  yang adil. Term Umatan wasathan menjelaskan, bahwa umat  Islam adalah bentuk masyarakat yang wasathan (moderat). Umat  Islam dijadikan umat  yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat. Firman Allah SWT  surat al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi:

((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( (((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((   

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat  Islam), umat  yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah SWT, dan Allah SWT  tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah SWT  Maha Pengasih lagi Maha penyayang kepada manusia”.

Mulanya wasatan berarti segala yang baik sesuai dengan objeknya. Posisi yang baik adalah berada pada posisi antara dua ektrem. Keberanian adalah pertengahan antara ceroboh dan takut. Kedermawanan adalah pertengahan antara boros dan kikir. Dari sini, kata wasathan  berkembang maknanya menjadi posisi yang tengah.
 Sehingga Umatan wasathan adalah masyarakat yang moderat, yang posisinya berada ditengah, agar bisa dilihat semua elemen masyarakat dari segenap penjuru. Posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak kekiri dan kekanan, yang menghantarkan manusia bersikap adil.
 Posisi itu juga menjadikannya dapat menyaksikan siapapun dan dimanapun. Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Abû Hurairah dijelaskan:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأمور أوساطها
“Sebaik-baiknya perkara adalah yang tengah-tengah”.

Allah SWT  menjadikan umat  Islam seperti ini agar menjadi saksi dan menjadi contoh atas perbuatan manusia yang lain. disisi lain menjadikan nabi Muhammad SAW sebagai patron teladan dan saksi pembenaran bagi semua aktifitas. Keberadaan umat  Islam dalam posisi tengah menyebabkan mereka tidak hanyut dalam materialisme, tidak pula melayang dalam alam ruhani, sehingga tidak lagi berpijak bumi. Posisi tengah menjadikan umat  ini mampu memadukan aspek ruhani dan jasmani, materi dan immateri dalam segala aktivitas dan sikap.

Umat yang moderat (wasathan) mendorong umat  berinteraksi, berkomunikasi dan terbuka tanpa beban dengan semua pihak dan elemen. Umat  ini tidak dapat menjadi saksi dan teladan bagi mereka yang tertutup dan menutup diri dari lingkungan dan perkembangan global, terlebih bila tidak mampu bersikap adil.

Muhammad Quthb menampilkan sisi lain dari istilah wasath atau Umatan wasathan. Ia menghubungkannya dengan posisi Islam yang berada di tengah dua sisi ekstrim, kapitalisme dan komunisme. Ia mengemukakan bahwa jika memperhatikan tiga sistem kehidupan yang diperjuangkan dewasa ini sistem yaitu kapitalisme, sistem komunis dan Islam. Maka dijumpai bahwa dalam hal sistem ekonominya, yang berkenaan dengan hak milik pribadi, misalnya, ada hubungan yang erat dengan konsep kemasyarakatannya.

Sistem kapitalis didirikan di atas konsep bahwa individu adalah suatu makhluk suci yang hak-haknya tidak boleh diganggu gugat oleh masyarakat atau tidak boleh dihalang-halangi kebebasannya. Oleh karena itu, dalam sistem kapitalisme ini milik pribadi diizinkan tanpa ada pembatasan apa pun. Sebaliknya, sistem komunisme mendasarkan konsepnya atas landasan bahwa masyarakat itu adalah pokok yang terpenting, sehingga individu dengan sendirinya dianggap tidak mempunyai kekuasaan apa pun. Oleh karenanya, komunisme meletakkan seluruh hak milik pribadi berada di dalam kekuasaan negara sebagai wakil masyarakat dan hak milik individu tidak diakuinya.

konsep kapitalis dan komunis ini berlainan dengan konsep yang dimiliki oleh Islam, demikian Quthb mengatakan. Individu itu serentak mempunyai dua sifat dalam waktu yang bersamaan, yaitu memiliki sifat sebagai individu yang bebas dan memiliki sifat sebagai salah satu anggota masyarakat. Walaupun kadang-kadang kecenderungan kepada salah satu dari kedua sifat itu melebihi kecenderungan kepada sifat yang lainnya. Pada akhirnya ia harus memberikan jawaban yang sama dan seimbang kepada kedua sifat tersebut.

Dalam konsep kemasyarakatannya yang didasarkan atas teori tadi, Al-Qur'an tidak memisahkan individu dengan masyarakat dan tidak pula mempertentangkan antar keduanya. Kedua watak yang dimiliki oleh individu, yakni sebagai pribadi yang bebas dan sebagai nggota masyarakat, itu telah diatur oleh syariat Islam agar memiliki keseimbangan di antara kedua watak tersebut. Kepentingan individu terlindungi dan kepentingan masyarakat tetap terpelihara.
 Al-Qur’an telah memberikan sampel terhadap masyarakat yang memiliki kualifikasi wasathan dalam surat al-A’raf ayat 181:

(((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((   

“Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat  yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan”.

Ayat tersebut memberikan pemahaman mengenai kebenaran adanya umat  moderat ini, yaitu umat  yang menegakkan keadilan terhadap urusan mereka. Dalam surat yang sama ayat 159 Allah SWT menjelaskan bahwa diantara umat  nabi Musa AS melaksanakan ketentuan Allah SWT, sehingga mereka pantas untuk disebut umat  teladan. Mereka memberi petunjuk dan menuntun manusia dengan berpedoman kepada petunjuk dan tuntunan yang datang dari Allah SWT. Dan juga, dalam hal mengadili perkara-perkara, mereka selalu mencari keadilan dengan berpedomankan petunjuk dan tuntunan Allah SWT .

((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((   

“Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat  yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan hak dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan”.

Dengan demikian, masyarakat ideal menurut Al-Qur'an adalah masyarakat harmonis atau masyarakat yang seimbang. Inilah sebutan lain dari konsep tentang Umatan wasathan. Jadi, ciri keunggulan umat atau masyarakat yang ideal menurut Al-Qur'an itu adalah sifatnya yang moderat dan berdiri di tengah-tengah yang berlaku adil.

2. Umatan Wahidan

Pada dasarnya umat  manusia itu adalah satu (wâhidan),
 karena mereka diciptahan oleh Tuhan yang satu dan dari satu nenek moyang, yaitu nabi Adam AS. Setelah pengusiran dari surga keturunan Adam AS mulai berpencar keberbagai penjuru dan menjadi kabilah-kabilah (suku) yang menempati berbagai negeri dengan membangun kekuatan masing-masing. Permulaan pertikaian antara anak cucu Adam AS diawali dengan pertarungan antara Qabîl dan Habîl, yang berakhir dengan terbunuhnya Habîl. Selanjutnya pertikaian antara anak cucu Adam AS terus terulang hingga saat ini, bahkan hingga melibatkan perang antar suku dan bangsa. Kenyataan ini direkam al-Qur’an dalam surat al-Baqarah ayat 213:

((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((   

“Manusia itu adalah umat  yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah SWT  mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah SWT  menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. maka Allah SWT  memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah SWT  selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus”.

Kenyataannya, manusia tidak mampu mengetahui sepenuhnya bagaimana cara memperoleh kemaslahatan, mengatur hubungan antar mereka, atau menyelesaikan masalah antara mereka, sehingga pertikaian itu terus berlanjut turun temurun. Ini terjadi karena manusia memiliki sifat egois dan rakus, sehingga semakin membuat perpecahan diantara mereka. Bukan hanya perselisihan materi dunia, namun mereka juga berselisih dalam masalah keyakinan tentang Tuhan (tauhid). Oleh karenanya Allah SWT  mengutus para nabi untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan Allah SWT. Menyampaikan petunjuk-Nya, memberikan kabar gembira bagi yang mengikuti petunjuk itu dan memberikan ancaman bagi siapapun yang enggan. Diutusnya para nabi ini adalah untuk mengingatkan dan mengajak kembali kepada persatuan umat  yang telah terbina sebelumnya dalam panji tauhid dan konstitusi al-Qur’an, serta memutuskan perselisihan antar mereka.
 Dalam surat Yunus 19 diterangkan:

((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( ((((   

“Manusia dahulunya hanyalah satu umat , kemudian mereka berselisih. kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka, tentang apa yang mereka perselisihkan itu”.

Gambaran ayat ini menceritakan pada mulanya manusia hidup rukun, bersatu dalam satu agama, sebagai satu keluarga. Tetapi setelah mereka berkembang biak dan setelah kepentingan mereka berlainan, timbullah berbagai kepercayaan yang menimbulkan perpecahan. oleh karena itu, Allah SWT  mengutus Rasul yang membawa wahyu dan untuk memberi petunjuk kepada mereka.  Ayat ini masih singkron dengan surat Al-Baqarah ayat 213.

Disisi lain, Allah SWT  tidak ingin adanya persatuan umat  ini, sebab diantara mereka ada maksud yang hendak dicapai ketika mereka terus berselisih.
 Salah satunya adalah untuk menjaga keseimbangan kehidupan dan eksisnya ketentuan-ketentuan hukum alam. Hal ini didasari naluriah manusia tidak akan berkembang kearah yang lebih maju ketika tidak ada persaingan. Selain itu, menjadi ujian bagi manusia apakah hendak memenuhi perintah-perintah-Nya. Yaitu memutuskan perbedaan itu menurut hukum Allah SWT,  meskipun tidak sesuai dengan keinginan hati.
 Surat al-Ma’idah ayat 48 menjelaskan potensi ini:

((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ( (((( (((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((( (((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ((((   

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah SWT  turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat  diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah SWT  menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat  (saja), tetapi Allah SWT  hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah SWT -lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”.

Kedatangan Islam dengan risalah tauhidnya mengembalikan umat  yang terpecah dan berselisih itu kembali kepada kepercayaan yang satu dan lurus (hanif), sesuai dengan fitrah manusia. Juga, mengembalikan karakter awal manusia yaitu persatuan umat  yang sebelumnya telah tercerai berai dengan berkiblat pada hukum Allah  SWT. Umat  dalam pembahasan ini tidak dibatasi oleh teritorial suku dan bangsa, akan tetapi seluruh umat  manusia. Dengan demikian kesatuan umat dadasari oleh kesatuan keyakinan dan keimanan seperti halnya persaudaraan anyara kaum Muhâjirîn dan Anshâr yang sejajar dengan persaudaan kandung. Karena sesungguhnya persatuan hakiki adalah persatuan emosi dalam satu penyembahan kepada Allah SWT.
 
3. Khairo Ummah

Diantara keterangan Al-Qur’an yang berbicara tentang umat Islam, penegasan Allah SWT yang paling bergengsi adalah yang menyebut umat  ini sebagai umat terbaik (khairu ummah), dan hanya disebut sekali dalam surat Ali ‘Imrân ayat 110.

((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((( ( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((   

“Kamu adalah umat  yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah SWT . Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.

Disebutkannya ayat tersebut, bahwa status sebagai umat terbaik tidaklah didapatkan secara otomatis, melainkan hanya akan diraih dengan memiliki dua persyaratan, yaitu melaksanakan tugas amar ma’rûf nahi munkar dan persyaratan kedua adalah beriman kepada Allah SWT.
 Dengan itu, dan hanya dengan itu, mereka akan menjadi khairru ummah. Sebaliknya, jika umat  Islam tidak lagi menjalankan tugas suci tersebut, predikat sebagai umat terbaik akan hilang dari gengaman tangan mereka. Peradaban ini akan melanjutkan langkahnya membawa manusia ke lembah kehancurannya, sebab tak akan ada satu umat lain pun selain umat Islam yang akan menjalankan misi amar ma’rûf nahi munkar dan penegakan nilai-nilai iman.

Dari ayat itu pula sebenarnya dapat diketahui bahwa al-Qur’an sebenarnya hanya memberikan ciri-ciri yang digambarkan sebagai tugas dan fungsi organik masyarakat, bukan gambaran kongkrit tentang wujud masyarakat. Ketentuan itu dapat diraih bila kriteria yang menjadi syarat sebagai umat  terbaik dijalankan dengan sepenuhnya. Kriteria itu diperkuat dengan pernyataan surat Ali Imran ayat 104:

((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( 

“dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat  yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung”.

Secara spesifik kunci dari khairo ummah secara terang harus melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar. Pelaksanaan ini tidak hanya dilakukan oleh personal muslim akan tatapi harus dilakukan secara kolektif. Dimana sebuah masyarakat menjadikannya sebuah budaya dengan orientasi membentuk tatanan masyarakat yang benar-benar bersih dari kerusakan dan penyelewengan.

Adapun menurut al-Qurthubi, predikat khaira ummah dapat diperoleh bagi umat Islam pada setiap periode bila tantangan yang dihadapinya sama seperti umat  Islam pada periode pertama, yaitu bila ajaran Islam itu dianggap gharîb (asing). Dimana pada waktu pertama kalinya datang, orang-orang yang beriman direndahkan dan perbuatan yang fasiq semakin subur. Dalam kondisi yang demikian dibutuhkan tampilanya suatu umat yang berkualitas dan tidak hanya memiliki keberanian tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengatasinya, umat seperti ini dinamakan umat terbaik (khaira ummah) yang bisa memunculkan beberapa periode sesuai dengan kemungkinan timbulnya keadaan seperti yang dikemukakan di atasnya.

Jadi, umat terbaik dalam penjelasan diatas adalah bentuk ideal masyarakat Islam yang identitasnya adalah integritas keimanan. Komitmen sosial kepada pembentukan masyarakat yang berperikemanusiaan yang universal, loyal terhadap kebenaran dengan aksi penegakan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Dari penjelasan singkat ini, al-Qur’an memberikan kerangka dasar dalam membentuk sebuah tatanan masyarakat yang berbudaya (madani) adalah dengan jalan membangun kehidupan masyarakat yang memiliki karakter wasthan, dan harus menjadi umatan wahidah untuk menciptakan sebuah masyarakat pilihan (khairo ummah).
C. Rancangan Misi Politik Al-Qur’an
Pada dasarnya, al-Qur’an tidak pernah tersurat menyebutkan kata siyâsah (politik), karena politik merupakan terminologi managemen pemerintahan. Dalam  Al-Qur’an  tidak ditemukan kata yang terbentuk dari akar kata sâsa-yasûsu- saisan wa siyâsatan, namun ini bukan berarti bahwa Al-Qur’an tidak menguraikan soal politik.
 Al-Qur’an menjelaskan instrumen, pesan moral dan kisah-kisah yang menunjukkan sebuah proses untuk suatu tujuan utama sebuah perilaku politik.
Dalam pemerintahan, politik adalah sarana yang harus dilalui dan diperhatikan agar berhasil dalam menjalankan pemerintahan. Sebutan politik adalah ketika ada usaha atau gerakan untuk mempengaruhi atau mengarahkan (manage) terhadap segenap orang yang berada disekitarnya untuk melakukan suatu hal yang diinginkan (purpose). Usaha ini apabila dikaitkan dengan kegiatan memobolisasi masa maka disana lahirlah sebutan kegiatan politik. Kecakapan orang dalam mengorganisir kegiatan ini disebut politikus.

Pada dasarnya orang menempuh suatu jalan itu pasti memiliki tujuan, dan setiap pergerakan atau langkah yang ditempuh pasti memiliki dorongan yang kuat untuk mencapai tujuan. Dari sebuah tujuan ini melahirkan spirit yang menjadikan pemiliknya senantiasa konsisten dalam meraih tujuan itu. Suatu pergerakan yang tidak memiliki tujuan jelas hanya akan melahirkan keisa-siaan.
 Tujuan yang memberikan gairah, kehangatan, cahaya abadi, menjamin kemajuan budaya adalah suatu medium dalam melanjutkan suatu usaha manusia. Jika misinya sudah mendekati kesuksesan, maka pandangan, semangat, kreatifitasnya semakin meningkat.

Dari sini peran Islam yaitu mengantarkan pada prioritas tujuan akhir yang besar yaitu Allah SWT. Setiap keberhasilan yang dicapai dapat menguak cakrawala baru, dan semakin memperkokoh manusia menuju perjalanannya. Memang, tidak semua orang bisa menemukan hakekat Allah SWT yang maha mutlak dan tidak terbatas. Dari sini setiap gerak dakwah para rasul-Nya adalah untuk menghantran manusia yang terbatas menuju hakekat yang tak terbatas yaitu mendakwahkan tauhîd.
  Mengembalikannya kepada dzat yang mutlak, tempat asal dan tujuan dari segala. Inilah langkah positif yang menumbuhkan ikhtiar yang semakin kuat.

Dalam surat al-Ankabût ayat 69 dijelaskan, jika memang benar dalam hati ditanamkan tujuan akhir adalah Allah SWT, maka segala usaha dalam sistem keyakinan pemerintahan yang dilakukan untuk membuat sejarah akan semakin besar dan kuat. Sedangkan dalam surat al-Kahfi ayat 109 dijelaskan bahwa Allah SWT  merupakan suatu sumber yang memberikan energi yang tak habis-habisnya kepada umat-Nya untuk menjemput masa depannya.

Maka dari itu, Islam tidak ingin tujuan mutlak di gantikan dengan tujuan yang relatif. Karena, akan menimbulkan suatu rintangan dan masalah yang tak ada manfaatnya dan mengkaburkan tujuan utama. Bukan berarti tidak peduli dengan tujuan yang lain, tetapi tujuan awal yang telah ditanamkan adalah mencapai satu tujuan.

Slogan utama Islam politik adalah: “Kedaulatan hanya milik Tuhan, satu-satunya hakim dan pembuat undang-undang, dan orang-orang yang berkata atau berfikir sebaliknya adalah kafir”.
 “Pemerintahan harus sesuai dengan hukum Tuhan yang tertuang dalam firman-Nya,
 jadi tidak ada amandemen atau revisi. 
Namun, masalah yang muncul adalah tidak semua orang mampu untuk memahami firman Tuhan itu, apalagi melaksanakannya. Oleh karenanya, jika terdapat firman-Nya yang sulit dipahami, itu menjadi tugas para ulama’ untuk menafsirkan. Dengan mempertimbangkan penjelasan nabi SAW dalam hadits, penjabaran para sahabat dan ulama terdahulu yang lebih dekat masanya dengan mereka.
 Yang lebih penting kapabilitas, integritas dan kapasitasnya sebagai ulama sudah barang tentu tidak diragukan. 
Sebenarnya kedaulatan Tuhan dengan politik tidak ada hubungannya sama sekali. Karena sesungguhnya kedaulatan Tuhan tidak akan berubah, Dia senantiasa tetap berkuasa meskipun manusia mengacuhkannya. Doktrin kedaulatan milik Tuhan muncul pada masa Fir’aun dengan menganggap dirinya sebagai Tuhan, pengambil keputusan hukum yang menentukan kehidupan atau kematian rakyatnya. Fir’aun menempatkan keputusannya setara dengan hukum Tuhan, bahkan sebagai hukum Tuhan. Julius Caesar, tergoda oleh doktrin ini, hingga akhirnya ia terbunuh oleh anak haramnya sendiri yang bernama Brutus. Dalam kasus ini kedaulatan Tuhan dicampur adukan dengan kedaulatan raja (manusia).

Dalam dunia Islam istilah kedaulatan Tuhan bermula pada saat peristiwa pengangkatan khalifah ʻAlî RA yang mendapat pertentangan dari kelompok Khawârij. Menurut mereka, abitrase ʻAlî RA berlawanan dengan kehendak Tuhan. Padahal, Tuhan memberikan kehendak kebebasan kepada manusia dan mengurangi hukuman bagi pelaku kejahatan di dunia ini dan di masa mendatang.

Islam membebaskan manusia dari pemujaan terhadap sesama manusia, baik itu disengaja ataupun secara tidak sengaja, karena ini termasuk dalam pengingkaran terhadap Tuhan (musyrik). Dalam al-Qur’an maupun al-Hadits tidak ada yang menghubungkan pemujaan itu dengan pengelolaan kekuasaan politik. Selain itu, Islam sendiri memiliki kesadaran tajam bahwa politik cenderung menjadi tirani. Hal ini, didasari dari lemahnya pemahaman dan kesadaran kolektif terhadap tujuan dari politik itu sendiri. Hanya pada masa pemerintahan Nabi SAW saja yang benar-benar menjadi pemerintahan kedaulatan Tuhan, karena tujuan akhir dari pemerintahan nabi SAW adalah tauhid, sekaligus nabi Muhammad SAW bertindak dibawah pengawasan dan petunjuk wahyu Tuhan langsung.

Dari sini bisa dipahami bahwa rancangan misi politik al-Qur’an bukanlah pendudukan dan penguasaan akan pemerintahan tertentu. Al-Qur’an menuntut terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera berkeadilan. Lebih dari itu, al-Qur’an membawa misi suci untuk mendakwakan kalimat tauhid agar senantiasa berbahagia dalam menggapai kehidupan daunia akhirat.
D. Bangunan Pemerintahan Menurut Al-Qur’an
Al-Qur’an sama sekali tidak membicarakan tentang mekanisme maupun format baku politik yang ideal.
 Namun, al-Qur’an hanya mengemukakan contoh kasus perjalanan politik para utusan (sîrah nabawiyah) untuk dijadikan pelajaran dan memetik nilai-nilai dasar yang menjadi panduan dalam menjalankan aktifitas ini, karena al-Qur’an berfungsi sebagai petunjuk (huda) kepada jalan yang benar (sirât al-mustqîm). Sehingga prosesi perpolitikan yang dijalankan senantiasa harus berjalan sesuai koridor dengan etika dan nilai-nilai yang telah di gariskan al-Qur’an. Tidak adanya rujukan bagi suatu bentuk pemerintahan dalam al-Qur’an bukan berarti menjadikan kitab suci ini turun derajatnya, justru dengan seperti itu kebijaksanaan Allah SWT  tetap eksis.
 

Selanjutnya, ada sebagian kecil kelompok masyarakat Islam yang memaksakan pendapatnya untuk membentuk suatu tatanan politik tertentu yang dadasarkan pada sistim yang dijalankan oleh para pendahulunya. Seperti yang dijelaskan oleh Qomaruddin Khan “Ibnu Taimiyah menyerang Sunni dan Syi’ah. Menurut pandangannya tidak ada dasar dalam al-Qur’an dan al-Sunnah tentang teori khalîfah tradisional maupun teori imâmah yang mutlak. Ia melihat Islam sebagai suatu tata sosial yang mempunyai hukum tertinggi (hukum Allah SWT). Oleh sebab itu, ia sama sekali tidak tertarik pada negara dan formasinya, meskipun ia menerima negara itu sebagai kebutuhan untuk menyokong keberadaan agama (a religion necessity). Artinya, Islam yang dianggap memenuhi syarat adalah suatu pemerintahan yang mendasarkan pada syarî’ah sebagai penguasa tertinggi”.

Memang, secara tegas al-Qur’an tidak menyebutkan bagaimana bentuk bangunan pemerintahan yang harus diterapkan oleh umat  Islam. al-Qur’an hanya menggunakan ungkapan ulil amri untuk konsep pemegang dan pengendali kekuasaan politik. Meskipun begitu, para ulama tidak sepakat mengenai konsep yang dimaksud, karena politi dipengaruh oleh perkembangan dan pemikiran politik pada zamanya.

Al-Qur’an tidak memberikan petunjuk teknis bagaimana sesorang amîr atau kepala pemerintahan dipilih. Rasulullah SAW juga tidak membicarakan atau menunjuk siapa yang menjadi pengganti dalam kedudukannya sebagai pemimpin umat Islam sesudahnya. Ini dipandang sebagai sebuah isyarat bahwa persoalan kepemimpinan umat  diserahkan agar diselesaikan sendiri oleh umat  Islam dengan jalan musyawarah.
 Dan cara seperti itu telah dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Nabi dalam pengangkatan Khulafâ` al-Râsyidûn. Musyawarah itu sendiri masih merupakan proses pemilihan amîr, sedangkan pembaiatan merupakan proses pengakuan dan legimitasi kedudukan dan kekuasaan amîr atas masyarakatnya.
 
Disisi lain, Allah SWT  telah memberikan klasifikasi tersendiri mengenai kriteria seorang pemimpin yang pantas dijadikan sebagai amîr.
 Kriteria tersebut dapat di lihat dalam QS. al-Nisa ayat 58:
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“Sesungguhnya Allah SWT  menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT  adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Meskipun al-Qur’an tidak menyebutkan secara tegas bagaimana mekanisme pemilihan seorang kepala pemerintahan dan bagaimana bentuk pemerintahan yang sesuai dengan syara’. Pemerintah sebagai salah satu struktur dasar sistem politik merupakan lembaga yang menyelenggarakan mekanisme politik yang dipimpin oleh seorang pejabat, raja, wali, amîr, khalîfah atau dengan istilah lainnya yang dikenal dalam kepustakaan politik. Sebagai sebuah organisasi yang menyelenggarakan mekanisme politik atau pemerintahan, pemerintah Islam memiliki asas, fungsi dan tujuan yang kesemuanya merupakan implementasi dari ajaran Islam yang secara implisit disebutkan dalam al-Qur’an.

1. Asas-Asas Pemerintahan Negara Islam
Untuk menyelenggarakan mekanisme sistem politik pada umumnya, khusunya pemerintahan Islam, menurut Abdul Muin Salim didalam al-Qur’an mengemukakan empat prinsip.  Empat prinsip ini dipandang sebagai asas pemerintahan Islam. Keempat asas tersebut adalah:

Pertama, asas amanat. Asas ini mengandung makna bahwa kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemerintah adalah amanat Allah SWT dan amanat dari rakyat yang telah diberikan melalui baiat/pemilihan. Karena itu, asas ini menghendaki agar pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya dengan memenuhi hak-hak yang diatur dan dilindungi oleh hukum Allah SWT. Termasuk didalamnya amanat yang dibebankan oleh agama dan yang dibebankan oleh masyarakat serta perorangan, sehingga tercapai bentuk masyarakat yang adil dan sejahtera.

Kedua, asas keadilan (keselarasan). Asas ini mengandung arti bahwa pemerintah berkewajiban mengatur masyarakat dengan membuat aturan hukum yang adil. Pembuatan aturan ini berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak diatur secara rinci atau didiamkan oleh hukum Allah SWT. Dengan begitu, penyelenggaraan pemerintahan berjalan di atas hukum dan bukan atas dasar kehendak pemerintah atau pejabat. Adanya kriteria keadilan dalam pembuatan hukum perundang-undangan menghendaki agar hukum yang dibuat itu berorentasi kepada fitrah atau kodrat manusia.

Ketiga, asas ketaatan (disiplin). Asas ini mengandung makna wajibnya hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur’an dan al-Sunnah ditaati. Demikian pula hukum perundang-undangan dan kebijakan pemerintah wajib ditaati. Kewajiban taat ini tidak hanya dibebankan kepada rakyat, tetapi juga dibebankan kepada pemerintah. Oleh karena itu, hukum perundang-undangan dan kebijakan politik yang diambil pemerintah harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama. Jika tidak demikian, maka kewajiban rakyat kepada hukum dan kebijakan yang bersangkutan telah gugur, karena agama melarang ketaatan pada kemaksiatan.

Keempat, asas musyawarah dengan refrensi al-Quran dan al-Sunnah. asas ini menghendaki agar hukum perundang-undangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah diantara mereka yang berhak. Masalah yang diperselisihi di antara para peserta musyawarah harus diselesaikan dengan menggunakan ajaran–ajaran dan cara-cara yang terkandung dalam al-Qur’an dan al-Sunnah Rasulullah SAW. Untuk maksud tersebut, diperlukan rumusan metode pembinaan hukum perundang-undangan dan tata cara atau mekanisme musyawarah yang bersumber dari ajaran-ajaran al-Qur’an dan al-Sunnah.

2. Tujuan Pemerintahan Menurut al-Quran
  Tujuan utama adanya pemerintahan Islam adalah untuk menjamin keamanan, kemerdekaan, persamaan, kesejahteraan, serta keadilan. Tujuan ini merupakan perhatian dan persoalan utama yang di bangun oleh nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat Madinah. Konsepsi pemerintahan yang dijalankan nabi SAW tersebut dapat di lihat dalam deklarasi piagam Madinah (Pasal 15–19, 32–45).

Tentu saja, penerapan konstitusi suci Islam, merupakan upaya untuk memajukan kepentingan-kepentingan individu dan kesejahteraan umum. Hal ini merupakan persoalan utama dan penting yang harus ditangani pemerintahan Islam. Al-Qur’an secara tegas menjelaskan kehidupan seorang muslim tidak boleh mengabdikan diri secara ekstrim pada kepentingan spiritual semata atau kepentingan meterial belaka. Oleh karena itu, pemerintahan Islam yang ideal harus menciptakan iklim yang seimbang bagi rakyatnya sesuai dengan konsep keseimbangan dunia dan akhirat. QS. al-Qashas ayat 77
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“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah SWT  kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah SWT  telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah SWT  tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Pemerintahan Islam mempunyai peran untuk menyediakan suatu kondisi yang paling menyenangkan bagi setiap warganya, serta konsisten dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Terciptanya iklim tersebut memberikan ruang bagi umat untuk dapat menyempurnakan, mengembangkan dan memenuhi kedua peran mereka, yakni kepribadian mereka sebagai mukmin dan tanggung jawab mereka sebagai manusia.
Pemerintahan yang sesuai dengan al-Qur’an bertujuan akhir tidak untuk membentuk sebuah badan politik tertentu. Untuk memainkan peran politik atau sosial dalam mengarahkan perhatian yang bersangkutan, atau memanipulasi mereka pada kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu agar memudahkan fungsi dominan para politisi. Idealnya, tujuan utama adanya pemerintahan Islam adalah untuk menerapkan dan melaksanakan hukum Islam yang diterima secara penuh oleh penduduknya. Memberikan kesepakatan bulat kepada pemimpin mereka untuk melaksanakan keputusan dan provisi konstitusi suci Islam (al-Qur’an).

3. Fungsi Pemerintahan Menurut al-Qur’an
Fungsi pemerintahan Islam adalah meratakan penyebaran dan difusi keadilan serta kebebasan beragama, atau kebebasan berfikir di antara umat  manusia. Pemerintahan dan masyarakat Islam bertanggung jawab sepenuhnya terhadap mereka yang didzalimi oleh para penguasa lalim. Penguasa yang membongkar dengan paksa dan tanpa persetujuan terhadap pemikiran atau kredo tertentu. Pemerintahan Islam bertanggung jawab untuk membebaskan manusia dan mengizinkannya dengan bebas untuk menentukan keyakinan dan praktek agamanya sendiri.
 Dari sini, menurut Yusuf Qardawi pemerintahan Islam bisa tegak dengan tiga pilar yaitu rasa tanggung jawab pemerintah, kesatuan masyarakat, dan sikap menghargai aspirasi rakyat.

Sesungguhnya kegiatan perpolitikan menurut al-Qur’an adalah sebuah pemerintahan yang senantiasa menjunjung tinggi hukum-hukum al-Qur’an. Penerapan nilai-nilai al-Qur’an dalam kegiatan politik memberikan spirit dan inspirasi untuk senantiasa mengarahkan dan membentuk sebuah pemerintahan yang tunduk pada hukum Allah SWT. Membentuk sebuah tatanan masyarakat tauhid yang tangguh dalam pengelolaan sosial dunia dan khusu’ dalam menggapai kebahagiaan akhirat.
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